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Probo Sutejo, E 0005252, 2010. ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM. Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap aborsi dan apakah terdapat jenis aborsi yang diperbolehkan oleh
Hukum Islam.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian
hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan
pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan
membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari
buku literatur, peraturan perundang-undangan, koran, majalah jurnal, dokumen
maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas dan serta
pengumpulan data melalui media elektronik dan hal-hal lain yang relevan dengan
masalah yang diteliti yaitu aborsi dalam hukum Islam. Teknik analisis data yang
digunakan adalah menggunakan teknik deduksi data dan mempergunakan
Interpretasi Data.
Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan dan analisis data yang
telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal aborsi dalam hukum
Islam pada prinsipnya dilarang (haram), karena dengan sengaja menghilangkan
kesempatan calon manusia untuk hidup. Hal ini berdasar alasan kehidupan sudah
dimulai sejak terjadinya konsepsi yaitu nutfah (pertemuan antara sel telur dengan
sperma) adalah awal kehidupan, sehingga segala aktifitas yang bertujuan untuk
menggagalkan hidupnya nutfah berarti menghilangkan kehidupan. Tetapi masih
terbuka celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi, apabila
dalam keadaan darurat yang dibenarkan secara medis, yaitu kondisi kehamilan
yang mengancam nyawa ibunya, maka aborsi dapat dilakukan. Mengorbankan
janin karena menyelamatkan nyawa ibu lebih diutamakan mengingat ia sebagai
sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Allah maupun
terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir dalam keadaan hidup,
maka ia belum mempunyai hak dan kewajiban apapun. Islam membolehkan jenis
aborsi ini bahkan mewajibkannya karena Islam mempunyai prinsip menempuh
salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib.
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka sebaiknya kita
menghargai proses tahapan kehidupan manusia dalam rahim ibu walaupun dalam
bentuk tahap sekecil apapun dan apabila aborsi dilakukan untuk menyelamatkan
nyawa ibu maka harusnya dilakukan dengan cara yang aman sesuai dengan standar
kedokteran yang berlaku.




Probo Sutejo, E 0005252. 2010. ABORTION IN ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE. Law Faculty of UNS.
This research aims to find out how the perspective of Islamic law on
abortion is and whether or not there is a type of abortion allowed by Islamic Law.
This study belongs to a normative law research that is prescriptive and
applied in nature. The prescriptive research is the law research in the attempt of
finding the law regulation, legal principles, and law doctrines to answer the law
issue encountered. The type of data used was secondary data that is the one
obtained from the literature. The secondary data source used includes primary,
secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library
study namely the one done by reading, learning, studying and analyzing as well as
making notes from the literature books, legislation, newspaper, journal magazine,
document and archive relevant to the research discussed and the data collecting
using electronic media and other things relevant to the problem studied, that is,
abortion in Islamic law. Technique of analyzing data used was data deduction
technique and data interpretation.
Considering the result of research and discussion as well as data analysis
conducted, it can be concluded that the abortion original law in Islamic law is
principally prohibited (proscribed), because it deliberately omits the opportunity of
a prospect human being to live. It is based on the life reason has been started since
the conception occurrence, that is nutfah (the meeting between ovum and sperm) is
the beginning of life, so that all activities aims to fail the nutfah life meaning
disappearing life. But there are still gaps to be changed thereby allowing abortion
in the emergency condition justified medically, the pregnancy condition
threatening mother’s life, abortion can be done. Sacrificing the fetus for saving
mother’s life is more prioritized recalling that she is the strength of family who had
had obligation, both to Allah and to other creatures. Meanwhile the fetus, before it
was born in live condition, it has not had any right and obligation. Islam allows the
type of abortion even obliges it because Islam has the principle that taking one
lighter action than two dangerous things is mandatory.
Based on conclusion elaborated, we should appreciate the cycle process of
human life in mother’s uterine although in any small stages and if abortion is done
to save mother’s life, it should be done with the safe procedure corresponding to
the prevailing medical standard.
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A. Latar Belakang Masalah
Hubungan seksual bagi makhluk hidup tidak dapat dihindarkan, karena hal
ini merupakan tuntutan biologis untuk mengembangkan keturunan dan juga
merupakan rahmat Tuhan yang tak ternilai. Bagi makhluk hidup selain manusia,
jika melakukan hubungan seksual, tidak mempunyai akibat, tetapi bagi manusia
hal ini akan berakibat fatal apabila tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak
memikirkan akibat sampingannya (Huzaemah T. Yanggo dalam Maria Ulfah
Anshor dkk. (ed), 2002 : 95).
Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan masalah aborsi, karena
dengan seks inilah awal terjadinya pembuahan antara sel-sel dari pria dan wanita.
Bagi yang menghendaki terjadinya kehamilan tersebut, akan menilainya sebagai
anugerah Tuhan, tetapi bagi yang tidak menghendaki kehamilan, akan
menganggapnya sebagai malapetaka yang harus dihindarkan. Cara menghindarkan
setelah terjadinya kehamilan walaupun bertentangan dengan hukum dan moral,
inilah yang disebut aborsi (Huzaemah T. Yanggo dalam Maria Ulfah Anshor dkk.
(ed) , 2002 : 96).
“Dewasa ini banyak perempuan hamil di luar nikah dan melakukan aborsi.
Hal ini merupakan pertanda akibat degradasi moral” (Dadang Hawari, 2005 : 54).
Akar permasalahannya dari tindakan aborsi ini adalah perubahan-perubahan nilai
kehidupan yang tidak humanistik, sehingga orang dengan mudah melakukan
hubungan seks di luar nikah yang diikuti dengan perbuatan aborsi (Dadang
Hawari, 2005 : 12).
Tindakan aborsi ini tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam
rahim ibu sehingga menghilangkan sama sekali kemungkinan calon bayi ini untuk




mengandungnya. Menurut data yang dikemukakan Erik Eckhlom pada tahun 1984,
bahwa hampir setiap tahun sekurang-kurangnya 35 juta sampai 55 juta perempuan
yang mengkhiri masa kehamilannya dengan cara aborsi, hal ini merupakan suatu
jumlah yang sangat besar (Erik Eckholm dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 96).
Menurut Nasaruddin Umar ada beberapa faktor yang melatar belakangi
seseorang melakukan aborsi, diantaranya :
Kehamilan yang tidak dikehendaki, baik hasil hubungan seks diluar nikah,
termasuk perkosaan, maupun hasil hubungan seks lewat perkawinan yang
sah; faktor kesehatan, karena penyakit tertentu yang diderita oleh sang ibu
yang dapat membahayakan jiwanya; faktor kecantikan, dengan pemahaman
bahwa melahirkan dapat mempengaruhi kecantikan dan keseksian seorang
perempuan; faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan si ibu menanggung
biaya kelangsungan kehidupan sang bayi, dan lain sebagainya (Nasaruddin
Umar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 70).
Keputusan yang diambil oleh perempuan untuk melakukan aborsi bukanlah
keputusan yang mudah dan sangatlah dilematis. Karena tindakan tersebut
bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma
kesopanan. Sering kali perempuan yang melakukan aborsi merasa malu, takut,
sedih, stress, merasa berdosa, ingin bunuh diri dan sebagainya. Dan biasanya
keputusan tersebut diambil setelah perempuan merasa tidak ada pilihan lain yang
lebih baik (Maria Ulfah Anshor dkk. (ed) , 2002 : ix).
Kontroversi mengenai aborsi sudah sejak lama, baik di kalangan
agamawan, paramedis, ahli hukum maupun masyarakat. Berkali-kali didiskusikan,
berkali-kali pula terjadi perdebatan seru antara kelompok yang pro-life dan pro-
choice. Kedua-duanya memiliki argumentasi yang sama kuat. Mereka yang pro-
life berargumen bahwa kehidupan dimulai sejak terjadi pertemuan antara ovum
dan sperma atau sejak terjadinya konsepsi. Sejak itu, kehidupan sudah berlangsung
dan harus dilindungi, sehingga dalam keadaan apapun menurut mereka aborsi




dimulai sejak ditiupkan ruh kedalam janin, atau ketika kehamilan berusia empat
puluh hari ketiga atau 120 (seratus dua puluh hari). Sehingga menurut mereka,
dengan persyaratan –persyaratan tertentu yang dibenarkan oleh syari’at
penguguran kandungan boleh dilakukan sebelum kandungan sampai pada usia
tersebut (Maria Ulfah Anshor, 2002 : xxxi).
Menurut hukum Islam, hukum asal aborsi adalah haram, karena dengan
sengaja menghilangkan kesempatan calon manusia untuk hidup. Meski demikian,
ada celah-celah diperbolehkannya aborsi apabila dalam keadan darurat. Pada
bagian lain ulama fiqh juga berbeda pendapat mengenai ”kapan kehidupan
manusia dimulai ?”. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam memberikan pengertian
aborsi. Beragamnya jawaban dari pertanyaan tersebut memunculkan perbedaan
pandangan di kalangan ulama dalam menentukan hukum aborsi.
Pandangan Islam tentang aborsi ini tidak sama dengan pandangan Barat.
Bagi Islam, prokreasi (berketurunan) anak manusia dianggap sebagai salah satu
aspek terpenting dari sebuah pernikahan. Seorang muslim dilarang menggugurkan
kehamilannya hanya karena kehamilan tersebut tidak direncanakan atau tidak
diinginkan sebagaimana kecenderungan yang telah berkembang di Barat (Zaitunah
Subhan Anwar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : xx)
Ulama Fiqh dalam menentukan upaya implikasi hukum dari aborsi ini,
melakukan ijtihad (pertimbangan intelektual) untuk menyimpulkan hukum dari
ajaran yang universal dalam kitab suci al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran
Islam. Kitab suci al-Qur’an sangat menghargai kehidupan dan pemeliharaannya.
Ketegasan al-Qur’an terlihat dalam surat An-Nisa’ (4) : 93 yang artinya
menyatakan bahwa pembunuhan tidak sah atas seorang muslim akan mendapatkan
balasannya bukan hanya didunia, tetapi juga di akhirat nanti (Zaitunah Subhan
Anwar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : xx)
Al-Qur’an pun mengingatkan kepada kita bahwa kelaparan atau
kemiskinan tidak boleh dijadikan suatu alasan penyebab seseorang membunuh
anaknya. Hal ini tercantum dalam surat al-Isra’ (17) : 31. Para ulama Fiqh




kandungan atau abortus itu merupakan suatu perbuatan yang tercela yang tidak
bisa dibenarkan (Zaitunah Subhan Anwar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : xxi).
Para ulama Fiqh bersilang pendapat ketika menentukan nilai betapa
tercelanya perbuatan aborsi ini dan menentukan penetapan hukuman yang sesuai
terhadap pelaku aborsi. Perbedaan pandangan ini, terkonsentrasi pada janin yang
ada pada kandungan (Zaitunah Subhan Anwar dalam Maria Ulfah Anshor dkk.
(ed), 2002 : xxi).
Dalam kitab-kitab fiqh juga disebutkan bahwa tindakan aborsi boleh
dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa, dalam kondisi darurat,
seperti demi menyelamatkan ibu, maka pengguguran kandungan diperbolehkan.
Dan nyawa ibu lebih diutamakan mengingat ia sebagai sendi keluarga yang telah
mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk.
Sedangkan janin sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia belum
mempunyai hak dan kewajiban. ”Hal yang sama dapat diterapkan dalam kasus
perkosaan yang mengakibatkan stres berat, jika tidak dilakukan aborsi maka ia
akan sakit jiwa” (Huzaemah T. Yanggo dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed) ,
2002 : 115).
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan
penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :
“ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga
tujuan dan sasaran yang dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil
seperti yang diharapkan. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan
judul dalam suatu penelitian maka harus terlebih dahulu menentukan rumusan




halangan dalam mencapai tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan
suatu penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 109).
Berdasar uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap aborsi ?
2. Apakah terdapat jenis aborsi yang diperbolehkan oleh Hukum
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka
untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu
penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan
pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono
Soekanto, 2006 : 118-119).
Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu :
1. Tujuan Obyektif
Tujuan Obyektif adalah penulisan dilihat dari tujuan umum yang
mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan ini, penulis
bertujuan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap masalah Aborsi.
b. Untuk mengetahui jenis aborsi yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
2. Tujuan Subyektif
Tujuan subyektif adalah tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi
penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan
ini, penulis bertujuan sebagai berikut :
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu
hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup hukum dan




b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh
agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian akan berhasil, bernilai dan dihargai apabila penelitian
tersebut dapat memberikan manfaat atau faedah, baik secara tertulis maupun
praktis, yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun
manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis adalah manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan
dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah
sebagai berikut :
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan
Hukum dan Masyarakat khususnya Hukum Islam mengenai Aborsi.
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuannya pada umumnya dan
ilmu hukum pada khususnya.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur
dalam dunia kepustakaan tentang Aborsi khususnya di perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
d. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang
berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini




a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan
membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada
semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan
yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai
dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum dalam kaitannya
dengan Masyarakat, khususnya hukum Islam.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangkan tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 42).
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi pada
hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari,
menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun peranan metode penelitian dalam suatu
penelitian, menurut Soerjono Soekanto adalah :
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau
melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan
penelitian interdispliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal
yang belum diketahui.
4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan
pengetahuan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 6-7).






Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian
doktrinal dan penelitian non doktrinal. Mengacu pada judul dan perumusan
masalah maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal atau
disebut juga penelitian hukum normatif. Peneltian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri
Mahmuji, 2007 : 13-14).
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut, menurut
Soerjono Soekanto mencangkup :
a. Penelitian  terhadap asas-asas hukum;
b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
c. Perbandingan hukum;
d. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto, 1984 :15).
Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (field
research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga
dapat dikatakan sebagai : library based, focusing on reading, and
analysis of the primary and secondary materials. Dalam kepustakaan
hukum Belanda, istilah penelitian hukum normatif ini dikenal sebagai
kajian ilmu hukum (Johnny Ibrahim, 2006 : 46 ).
Penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin
hukum. Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang
pengaturan aborsi dalam perspektif hukum Islam.
2. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 22). Penelitian
doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan
deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki,




ditunjukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi suatu permasalahan (Soerjono Soekanto, 2006 : 10).
Preskriptif dimana memberikan preskripsi mengenai apa yang
seharusnya hal yang esensial dari penelitian hukum. Hal ini baik untuk
keperluan praktik maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan
menentukan nilai penelitian tersebut, maka langkah terakhir dari suatu
penelitian yaitu memberikan preskripsi berupa rekomendasi yang didasarkan
pada kesimpulan yang telah diambil. Berpegang pada karakteristik Ilmu
Hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan didalam kegiatan
penelitian hukum harus dapat atau setidaknya mungkin untuk diterapkan.
3. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan dalam penelitian hukum
terdapat beberapa pendekatan,  yaitu :
a. Pendekatan undang-undang (statue approach)
b. Pendekatan kasus (case approach)
c. Pendekatan historis (historical approach)
d. Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud
Marzuki, 2005 :93).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif khususnya pendekatan historis (historical approach). Karena yang
diteliti dalam penelitian ini berkisar pada ruang lingkup hukum Islam yang
akan meninjau tentang mazhab-mazhab fiqh Islam yang tentunya akan
berhubungan dengan sejarah. Mazhab-mazhab ini merupakan perkembangan
dari hukum Islam yang menjadikan hukum Islam menjadi lebih fleksibel
karena alternatif-alternatif ketentuan hukum telah terpapar secara menyeluruh
dalam kitab-kitab ulama mujtahid dan pengikutnya.
Pendekatan historis ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah
lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatatan ini sangat
membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari




juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang
melandasi aturan hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 126).
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Karena penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum
normatif atau kepustakaan, maka jenis data yang akan digunakan adalah data
sekunder. Data Sekunder menurut Soejono Sokanto memiliki ciri-ciri sebagai
berikut :
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka;
b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh
peneliti-peneliti terdahulu;
c. Data sekunder tanpa terikat / dibatasi oleh waktu dan tempat
(Soerjono Soekanto, 2006 : 28).
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan kepustakaan, antara lain meliputi data
yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan / melalui literatur-literatur,
buku-buku, dokumen-dokumen resmi, himpunan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun
bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum
yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa sumber data sekunder dalam penelitian hukum
doktrinal ini terdiri atas :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan
hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar. Antara lain
:
1) Al Qur’an (Sumber hukum Islam pertama)
2) As Sunnah atau Al-Hadis (Sumber hukum Islam kedua)
3) Al-Ra’yu atau Ijtihad (Sumber hukum Islam ketiga)
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-




kalangan hukum dokumen-dokumen terkait, dan disertai jurnal-jurnal
hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun
internasional yang didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan
permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang Aborsi dalam Perspektif
Hukum Islam.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatf,
dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001 : 113 dan Sri Mamudji, 2004 :
12). Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus,
buku, artikel, makalah serta dari koran dan majalah.
5. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti membutuhkan data lengkap, dalam hal ini
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas
dan rehabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan
pustaka, pengamatan atau obersvasi, dan wawancara atau interview (Soerjono
Soekanto, 2006 : 21).
Karena penelitian ini adalah penelitian Normatif, kegiatan
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan
(dokumentasi) data sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen
lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut
pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan
dengan studi kepustakaan / studi dokumen. Teknik ini merupakan cara
pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta
membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder




berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan
hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif (Johny Ibrahim, 2006 : 392).
6. Teknik Analisis Data
Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat
menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu
teknik analisis yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk
mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan
satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2006 : 22).
Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam
penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka
pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan
sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan
analisis dan kontruksi (Soerjono Soekanto, 2006 : 251).
Pada penelitian hukum doktrinal, permasalahan hukum dianalisis
dengan metode :
a. Silogisme
Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara
deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah
konklusi (kesimpulan)
(http://imanpraja.blogspot.com/2008/06/silogisme.html).
Sedangkan menurut Aristoteles, silogisme adalah pola berpikir
deduktif yang memiliki kebenaran pasti dan niscaya; berangkat dari hal-hal
umum menuju hal-hal khusus. Kesahihan deduksi tidak tergantung kepada
pengalaman inderawi, tapi semata-mata kepada konsistesi rasio. Oleh





Prof. Peter Mahmud Marzuki, yang mengutip pendapatnya
Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme
yang diajarkan Aristoteles, penggunanan metode deduksi berpangkal dari
pengajuan premis major (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 47).
Silogisme yang penulis gunakan adalah silogisme dengan
menggunakan pendekatan deduktif. Sedangkan berpikir deduktif disebut
juga berpikir dengan menggunakan silogisme. Jadi yang dimaksud dengan
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu
dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal
itu yang sifatnya lebih khusus.
b. Interpretasi
Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan
dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang
sama, baik secara simultan (dikenal dengan interpretasi simultan) atau
berurutan (dikenal dengan interpretasi berurutan). Menurut definisi,
interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode yang dibutuhkan. Jika
suatu obyek cukup jelas maknanya, obyek tersebut tidak akan mengandung
suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri merujuk pada proses
penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya (wikipedia.com).
Interpretasi atau penafsiran adalah merupakan salah satu metode
penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai
teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan
sehubungan dengan peristiwa tertentu  Metode interpretasi ini
adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.
Pembenarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan
ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu
sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh




Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, harus
diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau
melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan
hukumnya maka tersedialah metode interpretasi atau metode
penafsiran. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi
juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan
kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum (Sudikno
Mertokususmo, 2004 : 56).
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai
keseluruhan isi tentang penulisan hukum yang disusun, maka peneliti menyusun
sistematika penulisan ini sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini
yang terdiri dari :





F. Sistematika Penulisan Hukum
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang akan
dimulai dengan kerangka teori yang akan menguraikan tentang
teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan
diakhiri dengan kerangka pemikiran, meliputi :
A. Kerangka Teori








2. Tinjauan Tentang Islam
a. Makna Islam
b. Arti Islam menurut logat
3. Tinjauan Tentang Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam
b. Ciri-Ciri Hukum Islam
c. Prinsip-prinsip Hukum Islam
d. Sendi-Sendi Hukum Islam
e. Kaidah-Kaidah Hukum Islam
f. Sumber-Sumber Hukum Islam
4. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam
a. Pengertian Hukum Pidana Islam
b. Asas-asas Hukum Pidana Islam
c. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam
d. Tujuan Hukum Pidana Islam
e. Unsur atau Rukun Jinayah






f. Hukum Aborsi di Indonesia
B. Kerangka Pemikiran




Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian
penulisan yang berkaitan dengan “ Aborsi dalam perspektif hukum
Islam” dimana akan menuju permasalahan mengenai sudut pandang
Hukum Islam dalam menanggapi dan membahas tentang Aborsi,
dan menjawab persoalan apakah ada jenis Aborsi yang
diperbolehkan dalam hukum Islam. Meliputi Sebagai berikut :
C Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi
5. Pandangan Islam Terhadap Manusia
6. Proses Kejadian Manusia
7. Hukum Aborsi Dalam Al Qur’an dan Al Hadits
8. Hukum Aborsi Menurut Para Ulama Fiqh
D Jenis Aborsi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam
1. Jenis Aborsi Dari Perspektif Medis
2. Jenis Aborsi Karena Alasan Non Medis
3. Jenis Aborsi Dalam Perspektif Fikih
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta
pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.
Selain itu, juga berisi saran-saran yang peneliti berikan atas









1. Tinjauan Tentang Hukum
a. Pengertian Hukum
Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas
dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang
mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan
atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu
dan ditegakkan oleh penguasa (Mohammad Daud Ali, 2004 : 43) Hukum
secara sederhana dapat diartikan “Seperangkat peraturan tentang tindak
tanduk atau tingkah laku, yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat
berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya” (M. Muslihuddin dalam
Zaini Dahlan, 1999 : 17).
Istilah Hukum Identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris,
droit dalam bahasa Perancis, Recht dalam bahasa Jerman, recht dalam
bahasa Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas
dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang
sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan
apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan menurut Ensiklopedia
Indonesia, ”Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata
aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau
mengatur hubungan-hubungan anatara para anggota masyarakat”




Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa
Indonesia berasal dari kata hukm dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau
kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan
untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan
antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan
hukm dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali,
sebab, setiap peraturan apa pun macam dan sumbernya mengandung norma
atau kaidah sebagai intinya (Hazairin dalam Mohammad Daud Ali, 2004 :
44).
Menurut Erns Utrecht :
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan
larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu
masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu (E.
Utrecht dalam Dudu Duswara Machmudin, 2000 : 8)
2. Unsur-unsur Hukum
Dari beberapa pendapat dalam pengertian yang tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa hukum itu meliputi berbagai unsur yaitu :
1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2) Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3) Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4) Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang
bersangkutan.
3. Ciri-Ciri Hukum
Ciri-ciri Hukum menurut Purnadi Purbacaraka adalah :
1) Adanya suatu perintah
2) Adanya suatu larangan




4) Adanya suatu sanksi tegas (Purnadi Purbacaraka dalam Dudu Duswara
Machmudin, 2000 : 9)
4. Tujuan Hukum
Tujuan Hukum menurut beberapa pendapat adalah :
a) Untuk mewujudkan keadilan
b) Untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya
guna (efektif)
c) Untuk mengayomi manusia.
5. Fungsi Hukum
Menurut J.P. Glastra van Loon dikatakan bahwa dalam
menjalankan peranannya hukum mempunyai fungsi yang sangat penting,
yaitu :
a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
b) Menyelesaikan pertikaian;
c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika
perlu dengan kekerasan;
d) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian
dengan kebutuhan masyarakat;
e) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara
merealisasi fungsi di atas (J.B. Daliyo dalam Dudu Duswara
Machmudin, 2000 : 51)
b. Tinjauan Tentang Islam
1. Makna Islam
Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam yang menjadi pusat
perhatian kajian ini, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam
(sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri.
Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan
iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum
Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain
hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran




agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa
(Mohammad Daud Ali, 2004 : 20)
Islam adalah agama yang benar berasal dari Allah (Qs. (3) :19).
Agama yang bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat
tertentu. Dalam al-Qur’an surat al- Anbiya’ (21) : 107 dan surat Saba’ (34)
: 28, dinyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka
berada. Berdasarkan pernyataan ini Islam dapat diterima oleh setiap
manusia di muka bumi ini. Islam dapat menjadi pedoman hidup dan
menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakat modern, sebagaimana ia
dapat menjadi pedoman hidup dan menyelesaikan persoalan kehidupan
masyarakat bersahaja (Harun Nasution dalam M. Ibnu Rochman, 2001 : 2).
Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh nabi-nabi
berdasarkan wahyu Allah yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu
Allah pada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Istilah Islam
sebagai agama itu resmi terdapat dalam Qu”ran Surat Ali Imran (3), ayat 19
(Zainuddin Hamidy dalam Saidus Sahar, 1996 : 71). Dasar dan pokok
agama Islam yang fundamental adalah tauhid atau monoteisme yang
konsekuen, Tuhan itu adalah Maha Esa yaitu Allah.
Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang
diturunkan berdasarkan wahyu Ilahi (Al-Qur’an) kepada Nabi Muhammad
saw melalui malaikat Jibril, untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia
sebagai Way of Life (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai dengan
akhirat, sebagai agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah swt
dalam Al-Qur’anulkarim surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya : “Pada hari
ini telah Aku sempurnakan, lengkapkan bagi kamu agamamu dan telah Aku
sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan telah Aku ridhoi Islam selaku agama
untuk kamu” (Q.S (5) : 3).
Dengan firman Allah tersebut tegaslah bahwa agama yang




sedangkan Muhammad saw adalah Nabi Penutup dari seluruh Nabi
sebagaimana pula ditegaskan Al-Qur’anulkarim surah Al-Ahzab ayat 40
yang artinya sebagai berikut : “Tidaklah Muhammad itu bapak salah
seorang dari laki-laki kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup dari
seluruh Nabi” (Q.S. (33) : 40).
Sejak diturunkan, Islam terus-menerus berdasarkan dan
memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ia didasarkan tauhid
(keesaan-kesatupaduan), tidak pernah memisahkan antara hal-hal
yang disebut spiritual (kerohanian) dan material (kebendaan),
religious (keagamaan) dengan profan (keduniaan) di dalam segala
bidang (S.H. Nasr dalam Mohammad Daud Ali, 2004 : 23).
2. Arti Islam menurut logat
Menurut Zainuddin Hamidy, Islam sebagai kata benda adalah
bahasa Arab jenis mashdar, yaitu berasal dari kata kerja (fi’il). Kata kerja
asalnya dapat dari kata kerja (Zainudin Hamidy dalam Saidus Syahar, 1996
: 9) :
a) Aslama
Kata aslama sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ali Imran
ayat 20 yang berarti berserah diri kepada Allah. Artinya, manusia dalam
berhadapan dengan Tuhannya bersikap mengakui kelemahannya dan
mengakui kemutlakan kekuasaan Allah.
b) Salima
Kata salima sebagaimana terdapat dalam hadis sahih akarnya
adalah sin lam mim:s-l-m. Berarti menyelamatkan, menenteramkan, dan
mengamankan. Salima sebagai kata kerja transitif memerlukan objek
sehingga artinya menyelamatkan, menentramkan, dan mengamankan






Kata salama yang sebagian kata bendanya (mashdar) adalah
salaam, berarti menyelamatkan, menentramkan, dan mengamankan diri
sendiri; kata kerja itu transitif, tidak mempunyai objek (keluar), jika
dikatakan oleh objeknya ialah diri sendiri atau batin manusia. Dengan
kata lain, Islam itu harus dapat menimbulkan kedamian batinnya sendiri
Dari keterangan di atas, Islam sebagai agama keselamatan lahir
batin itu hendaklah memenuhi tiga aspek. Pertama, dalam hubungan
vertikal terhadap Tuhan (Allah), manusia itu berserah diri. Kedua,
dalam hubungan horizontal sesama manusia atau masyarakat dan
sesama makhluk atau lingkungan hidupnya, Islam menghendaki adanya
hubungan saling menyelamatkan. Ketiga, dalam hubungan dengan dan
ke dalam dirinya sendiri, Islam itu dapat menimbulkan kedamain,
ketenangan batin, kemantapan rohani dan mental. (Zainuddin Hamidy
dalam Saidus Syahar, 1996 : 11).
c. Tinjauan Tentang Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam
Istilah ”Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai
terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al-
Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law
(Ahmad Rofiq, 2000 : 3).
Dalam khazanah hukum di Indonesia, istilah Hukum Islam
dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam.
Hukum menurut Oxford English Dictionary, adalah kumpulan aturan, baik
sebagai hasil pengulangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu
negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau
sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya (Ahmad
Rofiq, 2001 : 20).
Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, atau selamat, atau




memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut
Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan
syariatnya diturunkan kepada Muhammad SAW, dan dibebankan
kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh
umat manusia (Mahmud Syaltut dalam Ahmad Rofiq, 2001 : 22). Apabila
kedua kata Hukum dan Islam digabungkan menjadi Hukum Islam, dapat
dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk
disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan
hidupnya, selamat dunia dan sejahtera di akhirat (Ahmad Rofiq, 2001 : 22).
Istilah Hukum Islam menurut Prof. Hasby ash-Shiddieqy seperti
dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk
menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat (Amir Syarifuddin dalam
Ahmad Rofiq, 2001 : 23). Jadi, Hukum Islam adalah peraturan-peraturan
yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang
tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi
semua pemeluk Islam (Ahmad Rofiq, 2001 : 23).
b. Ciri-Ciri Hukum Islam
Berdasarkan ruang lingkupnya hukum Islam, menurut Zainuddin
Ali dapat ditentukan ciri-cirinya sebagai berikut :
1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai-
dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, (b) fiqh.
Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad
saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia bersumber dari nash-
nash yang bersifat umum.
4) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah,
dan (2) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat
tertutup karena telah sempurna dan hukum muamalah dalam arti luas
bersifat terbuka untuk dikebangkan oleh manusai yang memenuhi
syarat untuk itu dari masa ke masa.
5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam




dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad saw. dan lapisan-lapisan
seterusnya ke bawah.
6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7) Hukum Islam dapat dibagi menjadi : (1) hukum taklifi atau hukum
taklif, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kiadah jenis
hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib,
dan haram, dan (2) hukum wadh’i, yaitu hukum yang mengandung
sebab, ysarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum
(Zainuddin Ali, 2007 : 22).
Sedangkan berdasarkan ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang
membedakannya dengan hukum lain menurut Amir Syarifudin, adalah :
1) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah SWT, yang terdapat dalam al-
Qur,an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya;
2) Hukum Islan dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid)
dan akhlak (moral);
3) Hukum Islam bersifat universal-(alami), dan diciptakan untuk
kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin)
4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat
(kelak);
5) Hukum Islam mengarah kepada jama’iyah (kebersamaan) yang
seimbang antara kepetingan individu dan masyarakat;
6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan
tuntutan waktu dan tempat;
7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan
kesejahteraan di akhirat (Amir Syarifudin dalam Ismail Muhammad
Syah, dkk.: 1992 : 17-18).
c. Prinsip-prinsip Hukum Islam
Prinsip-prinsip (al-mabda’) adalah landasan yang menjadi titik
tolak atau pedoman pemikiran kefilsfatan dan pembinaan hukum Islam.
Prinsip-prinsip itu adalah :
1) Mengesakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan di bawah
panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu : La Ilaha Ilallah (QS. Ali
Imran : 64);
2) Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan
perantara antara manusia dengan Tuhan (QS. Al-Ghafir : 60, QS. al-
Baqarah : 186);
3) Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap
orang lain (QS. an-Nisa’ : 135, QS. al-Maidah : 8, QS. al-An’am : 152,
QS. al-hujurat : 9)
4) Persamaan (al-musawah) di antara  umat manusia, persamaan di antara




dan’Ajam, anatara manusia yang berkulit putih dan hitam, yang
membedakannya hanyalah takwanya (QS. al-Hujurat : 13, QS. al-Isra :
70 dan beberapa hadis);
5) Kemerdekaan atau kebebasan (al-hurriyah), meliputi kebebasan agama,
kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-bats
yang dibenarkan oleh hukum (QS. al-Baqarah : 256, QS. al-Kafirun : 5,
QS. al-Kahfi : 29)
6) Amar ma’ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang
baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhoi oleh Allah
dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar,
merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah. (QS. Ali
Imran : 110)
7) Tolong menolong (Ta’awun), yaitu tolong menolong, saling membantu
antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan
dan takwa kepada Allah SWT, bukan tolong menolong dalam dosa dan
permusuhan (QS. al-Maidah : 2, QS. al-Mujadalah : 9);
8) Toleransi (tasamuh), yaitu sikap saling menghormati, untuk
menciptakan kerukunan dan kedamian antar sesama manusia (QS. al-
Mumtahanah : 8,9)
9) Musyawarah dalam memecahkan segala masalah kehidupan. (QS. Ali
Imran : 159, QS. as-Syura’ : 38);
10) Jalan tengah (ausath, wasathan) dalam segala hal QS. Al-Baqarah :
143);
11) menghadapkan pembebanan (Khitab, taklif) kepada akal (QS. Al-Hasyr
: 2, QS. Al-baqarah : 75, QS. Al-An’am : 32, 118) (Hasbi Ashiddieqy
dalam Suparman Usman, 2001 : 60)
d. Sendi-Sendi Hukum Islam
Hukum Islam dibangun di atas sendi-sendi atau tiang-tiang
pokoknya (da’a imut tasyri’). Menurut Zainuddin Ali, sendi-sendi itu
adalah :
1) Hukum Islam mewujudkan dan menegakkan keadilan yang merata bagi
seluruh umat manusia (tahqiq al-‘adalaf);
2) Hukum Islam memelihara dan mewujudkan kemslahatan seluruh umat
manusia (ri’ayat mashalih al-ummat);
3) Hukum Islam tidak membanyakan (mensedikitkan) beban dan
menghindarkan (menghilangkan) kesulitan (Qillat al-taklif, nafyu al-
haraj wa raf’u al-masyakkaf);
4) Pembebanan yang bertahap (tadarruj fi al-tasyri’)
5) Masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri (Zainuddin Ali,
2007 : 65)




Kaidah-kaidah hukum Islam (al-qawaid al-fiqhiyah), adalah kaidah-
kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang
terdapat dalam nash (al-Qur’an dan hadits) melaui metode induktif.
Kaidah-kaidah itu kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum
berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan
manusia (Zainuddin Ali, 2007 : 68).
Menurut Zainuddin Ali, Ada lima kaidah pokok dalam hukum
Islam yang disebut al-qawaid al-khams (panca kaidah) yaitu :
1) (Al-umuru Bimaqashidiha) : “Segala urusan menurut niatnya”.
2) (Al-Dhararu Yuzal) : “Kemadaratan atau kesulitan itu, harus
dihilangkan”.
3) (Al-‘Adatu Muhakkamatun) : “Adat Kebiasaan itu bisa menjadi
landasan Hukum”.
4) (Al-Yakin la yuzalu bi al-Syakk) : “Keyakinan tidak dapat dihilangkan
dengan keraguan”.
5) (Al-Masyakkatu Tajlibu al-Taisir) : “Kesukaran, kesulitan
mendatangkan kemudahan” (Zainuddin Ali, 2007 : 69).
f. Sumber Hukum Islam
Menurut Kamus Umum Bahasa sumber adalah asal sesuatu
Indonesia (Poerwadarminta, 1976 : 974). Sumber hukum Islam adalah asal
(tempat pengambilan) hukum Islam (Mohammad Daud Ali, 2004 : 73).
Secara ringkas, dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah :
1) Al Qur’an
Al Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman)
Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh
malaikat Jibri kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi
sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah
kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat
manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di
dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak (Maurice Bucaille, 1979
:185).
Al Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia




dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut (Mohammad Daud Ali,
2004 : 78).
2) As-Sunnah atau Al-Hadis
As-Sunnah atau Al-Hadis, adalah sumber hukum Islam kedua
setelah Al Qur’an, berupa perkataan (Sunnah Qauliyah), perbuatan
(Sunnah Fi’liyah) dan sikap diam (Sunnah Taqririyah atau Sunnah
sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.
Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Qur’an
(Mohammad Daud Ali, 2004 : 97).
3) Akal Pikiran (al-Ra’yu atau Ijtihad)
Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang
memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh
kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang
fundamental yang terdapat dalam Al Qur’an, kaidah-kaidah hukum
yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah nabi dan
merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada
suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau
kaidah-kaidah hukum yang “pengaturannya” tidak terdapat di dalam
kedua sumber utama hukum Islam itu (Mohammad Daud Ali, 2004 :
112).
Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, di
antara metode atau cara berijtihad adalah
a) Ijmak
Ijmak adalah persetujuan atau kesesuain pendapat para ahli
mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.
Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama
(Mohammad Daud Ali, 2004 : 120).
b) Qiyas
Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak




hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al Qur’an
dan As Sunnah rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena
persamaan illat (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran,
yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal
dengan hal lain (H.M. Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali, 2004 :
120).
c) Istidal
Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang
berlawanan (Mohammad Daud Ali, 2004 : 121).
d) Masalih al-mursalah
Masalih al-mursalah atau disebut juga maslahat mursalah
adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat
ketentuannya baik di dalam Al Qur’an maupun dalam kitab-kitab
hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau
kepentingan umum (Mohammad Daud Ali, 2004 : 121).
e) Istihsan
Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan
kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam
mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi
yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan
keadilan (Mohammad Daud Ali, 2004 : 122).
f) Istisab
Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut
keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang
mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan istisab
adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena
belum ada ketentuan lain yang membatalkannya (Mohammad Daud
Ali, 2004 : 122).




Adat-istiadat atau ‘urf yang tidak bertentangan dengan
hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat
yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja berkenaan dengan
soal muamalah (Mohammad Daud Ali, 2004 : 123).
4. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam
a. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam dibahas dalam fikih Islam dengan istilah Al-
Jinayat. Menurut ilmu bahasa perkataan ”jinayat” adalah bentuk jamak dari
kata jinaayah, yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah,  kejahatan atau
pelanggaran (Ahmad Azhar Basyir, 2001 : 1). Fiil-nya berbunyi ”jana”, si
berbuat disebut ”jani” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut
”mujna’ alaihi”. Menurut istilah para fuqaha’ yang dinamakan jinayat ialah
: ”Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau
lainnya” (Marsum, 1988 : 1)
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah.
Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil
hukum yang terperinci dari Al Qur’an dan hadis (Dede Rosyada, 1992 :
86).
Yang dimaksud dengan tindak kriminal adalah tindakan-tindakan
kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta tindakan melawan
perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2007 : 1).
Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan
dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya
(uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut





Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat,
yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri
sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana
yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud,
harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Zainuddin
Ali, 2007 : 1).
Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil
perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan
yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan-
perbuatan yang terlarang menurut Syara’ mengenai jiwa dan anggota
badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan.
Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut
hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa,
seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat
fuqaha’ yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman hudud dan qishash –
tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’jir.
Istilah lain yang sepandan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu
larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau
ta’zir (H.A. Dzazuli, 2000 : 1).
Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka
pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu :
pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini menurut
H.A. Dzazuli terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah
1) Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang





2) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan
ta’zir. (H.A. Dzazuli, 2000 : 2).
b. Asas-asas Hukum Pidana Islam
Asas-asas hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang
mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam (Zainuddin Ali, 2007 : 5),  di
antaranya adalah :
1) Asas Legalitas
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang
mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al Qur’an Surah Al-Israa’ (17) ayat
15 dan Surah Al-An’aam (6) ayat 19. Yang terjemahannya diungkapkan
sebagai berikut :
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya
sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa
orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami
mengutus seorang rasul (Q.S. Al-Israa’ (17) : 15)
Katakanlah : ”Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?”
Katakanlah : ”Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu.
Dan Al Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku
memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang
sampai Al Qur’an (kepadanya).  Apakah sesungguhnya kamu
mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?”
Katakanlah : ”Aku tidak mengakui”. Ktakanlah :
”Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu
persekutukan (dengan Allah) (Q.S. Al-An’aam (6) : 19).
Kedua ayat yang diungkapkan di atas, mengandung makna




supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman
hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam
sejak Al Qur’an diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad
saw.
2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain
Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan
manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbutana yang jahat akan
mendapatkan imbalan yang setimpal. Allah menyatakan bahwa setiap
orang terikat kepada apa yang dikerjakan, dan setiap orang tidak akan
memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Asas ini
terdapat di dalam berbagai surah dan ayat didalam Al Qur’an : Surah
Al-An ’aam ayat 165, Surah Al-Faathir ayat 18, Surah Az-Zumar ayat
7, Surah An-Najm ayat 38, Surah Al-Muddatstsir ayat 38.
3) Asas Praduga Tak Bersalah
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa
seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap
tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan
menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-
ayat Al-Qur’an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan
memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.
c. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam
Ruang lingkup hukum pidana Islam ini mencakup ketentuan-
ketentuan hukum tentang berbagai tindak kejahatan kriminal, meliputi
pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang
yang baik-baik berbuat zina (al-qadzaf), meminum minuman memabukkan
(khamar), membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian, merusak
harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya
berkaitan dengan hukum kepidanaan (Zainuddin Ali, 2007 : 9).




Tujuan hukum pidana Islam dengan disyari’atkannya ketentuan
hukum tentang tindak kejahatan kriminal adalah dalam rangka memelihara
akal, jiwa, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu,
kedudukan hukum pidana Islam ini amat penting dalam kehidupan
masyarakat, karena empat dari lima tujuan syari’ah dapat dicapai dengan
menaati ketentuan-ketentuan hukumnya itu. Dua dia antaranya bersama-
sama dengan hukum perdata islam, yaitu harta dan keturunan, sementara
akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan-ketentuan hukum dari
hukum pidana Islam ini (Zainuddin Ali, 2007 : 14).
e. Unsur atau Rukun Jinayah
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana
dalam hukum Islam, Menurut H.A. Djazuli diperlukan unsur-unsur sebagai
berikut :
a) Adanya aspek yang harus didasari suatu dalil atau nash, yang
menentukan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang
disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini
dikenal dengan istilah ”unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).
b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, yaitu sikap yang
dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang
diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta Manusia). Baik berupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah ”unsur material” (al-Rukn
al-Madi).
c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat
memahami taklif, dalam hal ini seseorang sanggup untuk menerima
sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat
dipertanggungjawabkan. Artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf.
Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.
sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.
Unsur ini dikenal dengan istilah ”unsur moral” (al-Rukn al-Adabi)
(H.A. Djazuli, 2000 : 3).
Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika
perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur / rukun-rukun tadi. Tanpa





Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, menurut
Zainuddin Ali perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat
dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :
1) Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islan
dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishas, dan (c)
jarimah ta’zir.
2) Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu (a) yang disengaja, dan (b)
tidak disengaja.
3) Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu (a) yang positif, dan
(b) negatif.
4) Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu (a) perorangan, dan (b)
kelompok.
5) dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan
(b) bersifat politik (Zainuddin Ali, 2007 : 22).
5. Tinjauan Tentang Aborsi
a. Pengertian Aborsi
Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari
bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran (Jhon M
Ecols dan Hasan Shadily dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 32). Namun,
aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhahd, ,merupakan
mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan
isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan
secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa
disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum
waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak
keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan
(isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam
keadaan mati (imlaash) (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 32).
Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi
adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hiduo sebelum habis
bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguran
janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan (Kamus




Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana
dikatakan Dr. Gulardi : ”Aborsi ialah berhentinya (mati) dan
dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir)
atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25
cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan” (Gulardi
H. Wignjosastro dalam Maria Ulfah Anshor, 2002 : 158)
Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli
fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguran kandungan
dilakukan dalam usia kehamilan nol minggui, 20 minggu maupun lebih dari
itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih
seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa
yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika
tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan,
jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah),
sebagaimana beliau mengatakan :
Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan
perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut
bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam
vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah
terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut
terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah (Al-
Ghazali dalam Maria Ufah Anshor, 2006 : 34).
b. Alasan-alasan Aborsi
Menurut Husein Muhammad, Pengguguran kandungan hanya dapat
dibolehkan karena sejumlah alasan.
Beberapa di antaranya adalah keringnya air susu ibu yang
disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui
bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu
membayar air susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu




(Hussein Muhammad dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 :
126-127)
Pada kalangan wanita yang sudah menikah, alasan melakukan
aborsi juga bermacam-macam, diantaranya adalah karena
kegagalan KB / alat kontrasepsi,  jarak kelahiran yang terlalu rapat,
jumlah anak yang terlalu banyak,  terlalu tua untuk melahirkan,
faktor sosial-ekonomi (tidak sanggup membiayai lagi anak-
anaknya/khawatir masa depan anak tak terjamin), alasan medis,
sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, ataupun karena
berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan
kelahiran anak dari dia (Atashendartini Habsjah dalam Maria Ulfah
Anshor dkk. (ed), 2002 : 187). Prof. Sudraji Supraja menyatakan
”99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah ibu-ibu yang
sudah menikah” (Kompas dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 184).
Sedangkan pada wanita yang belum / tidak menikah ditemukan
bahwa alasan-alasan mereka melakukan aborsi adalah diantaranya karena
masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada
orang tua,  berstatus janda yang hamil di luar nikah,  berstatus sebagai
simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya (Atashendartini
Habsjah dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 187)
Menurut Lysa Angrayni, Aborsi sebagai suatu pengguguran
kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai
sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita
melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh hal-hal yaitu :
1) Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak
mampu membiayai atau membesarkan anak.
2) Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau
menangguhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan
atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
3) Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.
4) Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau




melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan
aib yang harus ditutupi.
5) Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik
bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat
dibenarkan (Lysa Angrayni : 2007).
c. Motivasi Aborsi
Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah
hanya aborsi yang disengaja yaitu abortus provocatus, lebih khusus lagi
mengacu pada abortus provocatus criminalis karena dapat menimbulkan
konsekuensi hukum, sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian
di luar kemampuan manusia. Alasan-alasan seseorang perempuan
melakukan abortus Provocatus Criminalis. Menurut Huzaemah T. Yanggo
Abortus Provocatus Criminalis ini didorong oleh beberapa hal, antara lain  :
(Huzaemah T. Yanggo, 2002 : 108).
1) Dorongan ekonomi / dorongan indiviual.
Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan,
tidak ingin mempunyai keluarga besar.
Hal ini biasanya terjadi juga pada Banyak pasangan muda yang
tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibat banyak
diantara mereka yang hidup masih menumpang pada orang tuanya
apalagi ekonomi orang tuanya kurang. Padahal konsekuensi logis dari
sebuah perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentunya
meperberat tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu mereka
sepakat untuk tidak mempunyai anak terlebih dulu dalam jangka waktu
tertentu. Jika sudah terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan
untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka menempuh jalan pintas
dengan cara menggurkan kandungan.
2) Dorongan fisik.
Dorongan ini seperti memelihara kecantikan dan
mempertahankan status sebagai perempuan karir dan sebagainya yang





Jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa
yang dibawa ibu, seperti : perempuan yang hamil akibat perkosaan,
hamil sebelum nikah atau hamil sebab kena guna-guna.
4) Indikasi eugenetik.
Dorongan ini timbul jika khawatir akan penyakit bawaan pada
keturunan seperti adanya kelainan dari buah kehamilan, sebab trauma
mekanis (benturan aktifitas fisik yang berlebihan), maupun karena
kecelakaan, kelainan pada alat kandungan, pendarahan, penyakit yang
berhubungan dengan kondisi ibu seperti penyakit
syphilis, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, penyakit ginjal,
TBC, dan sebagainya (Rahmat Rosyadi dan Soeroso dalam Abdul
Hakam, 2004 : 38).
5) Dorongan kecantikan.
Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa
janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat, akibat radiasi,
obat-obatan, keracunan dan sebagainya.
Keadaan yang terjadi di dalam kandungan ibu yang menandung
janin adalah sudah ketentuan dari Allah, baik itu keadaan yang baik dan
sempurna ataupun dalam keadaan cacat tubuhnya. Cacat dari janin yang
dikandung wanita tersebut apabila tidak mengganggu kesehatan ibu,
maka aborsi dilarang, tetapi apabila cacat tubuh tersebut mengganggu
kesehatan ibu, maka aborsi semacam ini merupakan termasuk abortus
provocatus mecicialis sehingga diperbolehkan.
6) Dorongan Sanksi moral.
Dorongan ini muncul biasanya karena perempuan yang hamil
tidak sanggup menerima sanksi sosial masyarakat, disebabkan
hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti





Faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran
kehamilan muda, misalnya kemudahan fasilitas, sikap dari penolong
(Dokter, bidan, dukun dan yang lainnya), pemakaian kontrasepsi,
norma tentang aktifitas sexual dan hubungan sexual di luar pernikahan,
norma agama dan moral (Moedhofar dalam Abdul Hakam, 2004 : 46).
d. Resiko Aborsi
Menurut Dadang Hawari, statistik membuktikan resiko bagi
perempuan jika melakukan Aborsi adalah  :
1) Kematian Perempuan karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu
karena melahirkan (bersalin) secara normal.
2) Perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya
banyak pertimbangan. Antara lain karena hamil akibat hubungan yang
tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggurkan
kandungan, karena malu menanggung aib. Padahal perempuan yang
bersangkutan sama sekali tidak menghendakinya. Akibatnya dirinya
menjadi serba salah dan pasrah.
3) Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan
kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi (Dadang Hawari, 2006 : 74).
e. Cara Aborsi
Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi.
Eckholm melihat ada 4 hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi,
yaitu :
1) Menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktek;
2) Menggunakan jasa dukun pijat;
3) Menggugurkan sendiri kandunganya dengan alat-alat kasar; dan
4) Menggunakan obat-obatan tertentu.
Kehamilan yang diperoleh melalui pasangan suami-isteri yang sah
lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan
sebagai hasil hubungan gelap pada umumnya menggunakan cara kedua,
ketiga, atau keempat (Erik Eckholm dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 76).




Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-
Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga
saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :
1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi
sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut
di bawah ini :
a) Pasal 346
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan
atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,
diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
b) Pasal 347
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengggugurkan kandungan atau
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya,
diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,
diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun
c) Pasal 348
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
d) Pasal 349
“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat  membantu
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347




ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang
digunakan untuk melakukan kejahatan”.
2) Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi
pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu
Undang-Undang nomor 23 tahun 1992.
Although abortion was tecnically ilegal under the criminal code,
a judcial interpretation in the early 1970s permitted medical
professionals to offer the procedure so long as they were
discreet and careful. The numbers of medical abortions carried
out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of
matching declines in the incedence of morbidity and mortality
caused by dangerous illegal procedures. Medical and
community groups campaigned for a more liberal abortion law
to protect legal pratitioners and stamp out illegal traditional
practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251).
Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ini yang
berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :
a) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa
ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis
tertentu.
b) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat1 hanya
dapat dilakukan :
(1) Berdasarkan indikasi medis yang mengaharuskan diambil
tindakan tersebut.
(2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung
jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
(3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami
atau keluarga.




(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaI tindakan medis tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
2. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menggambarkan alur berpikir
dari peneliti yang dibuat secara ringkas dan langsung pada pokok-pokok inti dari
penelitian tersebut. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memudahkan peneliti
dalam menyusun penelitiannya dan memudahkan pembaca dalam memahami alur
penelitian peneliti.
Kerangka Pemikiran yang menggambarkan alur berpikir dari peneliti dalam
penelitian ini menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan





Penjelasan dari skema di atas :
Dalam meninjau masalah “Aborsi dalam perspektif Hukum Islam” yang
pada nantinya akan menjawab permasalahan penelitian. Maka peneliti akan
meninjau masalah Aborsi  dikaitkan dengan Hukum Islam. Jika kita mengkaitkan
Aborsi dengan Hukum Islam maka akan bersinggungan dengan Sumber-Sumber
Hukum Islam dan juga dengan salah satu cabang Hukum Islam yaitu Hukum
Pidana Islam.
Hukum Pidana Islam merupakan salah satu cabang dari Hukum Islam.
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dikarenakan permasalahan aborsi merupakan jarimah ( tindak pidana )
pembunuhan, sehingga cabang dari Hukum Islam yang tepat mengatur
permasalahan ini adalah Hukum Pidana Islam. Hubungan antara Hukum Pidana
Islam dengan permasalahan aborsi  ini adalah untuk menjawab bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap aborsi ini apakah diperbolehkan ataupun
dilarang, dan bagaimana kriteria yang diperbolehkan maupun yang dilarang jika
dilihat dari Alqur’an, Sunnah Nabi dan Al Ra’yu.
Sumber-Sumber Hukum Islam dalam kaitannya dengan permasalahan
aborsi ini adalah untuk menjawab jenis Aborsi yang diperbolehkan dalam Hukum
Islam maupun yang dilarang, sesuai dengan ketentuan dari Alqur’an, Sunnah Nabi
dan Al Ra’yu (Ijtihad) baik yang tersirat secara langsung maupun tidak secara
langsung yang berkaitan dengan kriteria ataupun syarat suatu aborsi itu
diperbolehkan dalam Hukum Islam.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi
Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi
memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang
mengkaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang




sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah (Nasaruddin
Umar dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : xxiv).
Abortions are also indicated for the growing numbers of young, unmarried
women who become pregnant as result of changing sexual mores in rapidly
modernizing Indonesian cities, and for women for whom pregnancy
presents a health risk - the young girl, the older women, and the mother
who becomes pregnant soon after giving birth (Studies In Family Planning,
1993; 24, 4 : 241-251).
Yang pertama harus ditekankan dan perlu digaris bawahi adalah bahwa
Hukum Asal Aborsi adalah Haram, hal ini berlandaskan pengertian bahwa nutfah
(pertemuan antara sel telur dengan sperma) adalah awal kehidupan, sehingga
segala aktifitas yang bertujuan untuk menggagalkan hidupnya nutfah berarti
menghilangkan kehidupan.
Meski demikian hukum asal, sebagaimana tersebut di atas, masih terbuka
celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi apabila terdapat
sebab-sebab yang menjadikannya berubah dengan alasan yang cukup kuat, dan itu
hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (qabla al-Nikah). Di antara
penyebab perubahan hukum tersebut antara lain : keadaan darurat yang mutlak,
yaitu alasan kesehatan yang dapat mengancam nyawa yang mengandung apabila
kehamilan tersebut dilanjutkan. Sementara penyebab perubahan hukum tersebut
yang sifatnya muqayyat (pernyataan-pernyataan syar’i yang sudah diperjelas batas-
batas operasionalmya) adalah alasan ekonomi yang akan menyebabkan
kemiskinan; alasan psikologi yang diakibatkan oleh peristiwa perkosaan, dalam hal
ini benar-benar diperkosa; alasan sosial, seperti perbudakan atau penjualan
perempuan dalam keadaan benar-benar dipaksa (Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 226).
Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran atau keluron (Bahasa
Jawa). Aborsi atau pengguran kandungan adalah terminasi (penghentian)
kehamilan yang disengaja (abortus provocatus). Yakni, kehamilan yang




Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah
(Abortus Spontaneus) (Dadang Hawari, 2006 :  62).
Aborsi yang terkena ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan
sengaja (abortus provocatus), bukan yang terjadi dengan sendirinya (abortus
spontaneus). Hal ini dapat dilihat dari dari Surah Al Baqarah  ayat 72, yang artinya
sebagai berikut : “Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh jiwa seorang manusia,
lalu kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu, sedang Allah akan membuka apa
yang selama ini kamu sembunyikan” (Q.S. Al Baqarah, 2 : 72).
Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa pengguguran (abortus criminalis)
haram hukumnya dan suatu tindakan dosa, meskipun ditutup-tutupi suatu saat akan
terbongkar juga. Apapun alasannya, misalnya faktor budaya atau kegagalan KB
pengguguran tetap diharamkan. (Dadang Hawari, 2006 :   71)
Dalam Al Qur’an Surat At Takwir ayat 9 dan Al Israa’ ayat 31, yang
artinya sebagai berikut : ”Apakah dosanya maka dia dibunuh ?” (Q.S. At Takwiir
(81) : 9). ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan,
kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya
membunuh mereka itu adalah dosa besar” (Q.S. Al Israa’ (17) : 31).
Dari kedua ayat terebut jelaslah bahwa membunuh anak termasuk bayi
dalam kandungan (Aborsi) adalah perbuatan dosa besar. Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :
Pengguguran kandungan (abortus) termasuk “menstrual regulation” (MR)
dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam,
hukumnya haram, baik di kala janin sudah bernyawa (di atas 4 bulan dalam
kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan
dalam kandungan), karena perbuatan itu termasuk pembunuhan tersebulung
yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan si Ibu
(Fatwa MUI 1983)
Dalam sejarah fikih, persoalan aborsi cukup mendapatkan tanggapan yang
serius dari para ulama. Bukan lagi suatu rahasia bahwa Pandangan ulama kita
tentang isu aborsi tidak tunggal.  Majelis Ulama Indonesia misalnya menjawab




bahwa ”Aborsi adalah Haram” terkecuali hanya utnuk menyelamatkan nyawa ibu.
Kemudian (dalam akhir tahun 2005) muncul fatwa MUI bahwa aborsi sebagai
akibat perkosaan diperbolehkan yang merupakan contoh bahwa fatwa tentang hal
yang sama bisa berubah. Perubahan fatwa adalah menisfestasi beragamnya
pandangan para ulama kita tentang isu aborsi (Saparinah Sadli dalam Maria Ulfah
Anshor, 2006 : xiii).
Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam komisi fatwa yang
ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2005. seperti dikutip dari  Dewan pimpinan
majelis ulama memfatwakan sebagai berikut :
1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada
dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat
ataupun hajat.
a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang
membolehkan aborsi adalah :
1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker
stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit
fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat
membolehkan aborsi adalah :
1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang
kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang
berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga
korban, dokter, dan ulama.
3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf 2) harus
dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat
zina (www.indrafurwita.multiply.com/journal/item/20).
Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok,
yaitu Al Qur’an, hadis (As Sunnah), kesepakatan para ulama (Ijma’) dana analogi
hukum (Qiyas). Menurut mayoritas ulama (jumhur al-ulama), keempat landasan
tersebut disepakati sebagai dalil. Selain itu, mereka sepakat bahwa cara
penggunaan dalil tersebut secara kronologi sebagaimana urutan yang tersebut
diatas (Abdul Wahab Khallaf, 1985 : 17). Dengan kata lain, jika terjadi suatu




dilakukan adalah mencari dalil atau hukum di dalam Al Qur’an. Jka di dalam Al
Qur’an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan.tetapi,
jika di dalam Al Qur’an tidak ditemukan hukumnya, maka mencarinya di dalam
hadis, maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadis ternyata tidak
ditemukan hukumnya, maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali
hukum (mujtahid), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu
harus dilaksanakan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan
penggalian hukum (ijtihad) sendiri dengan cara menganalogikan terhada persoalan
yang sudah ada hukumnya (qiyas) (Abdul Wahab Khallaf, 1985 : 18).
Berbicara tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi, akan
memperoleh kejelasan bila didahului dengan menyinggung pandangan Islam
terhadap manusia dan bagaimana proses kejadian manusia menurut Al-Qur’an dan
Hadits Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian sumber-sumber hukum Islam
tersebut dilihat sebagai landasan para ulama dalam hal ini menurut pandangan fiqh
4 madhzab untuk menentukan hukum aborsi tersebut. Hal tersebut sesuai  dengan
urutan penggunaan dalil-dalil dalam pemecahan permasalahan dalam hukum Islam
yang telah diuraikan diatas sehingga sangat relevan dalam mengkaji permasalahan
aborsi ini.
1. Pandangan Islam Terhadap Manusia
Al Qur’an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Allah
di muka Bumi ini sehingga manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di
Bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk
yaitu menjaga dan melestarikan Bumi beserta isinya (Maria Ulfah Anshor,
2006 : 15), yang tertuang dalam surat Al Baqarah (2) ayat 30 yang
terjemahannya sebagai berikut :
Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat :
”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bum”. Mereka berkata : ”Mengapa Engkau hendak menkadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya




memuji Engkau dan menyuscikan Engkau ?” Rabb berfirman :
”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui” (Q.S. Al
Baqarah (2) : 30).
Manusia adalah makhluk Allah yang berkedudukan amat mulia,
melebihi makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an
yang terjemahannya sebagai berikut : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S.
Isra (17) : 70).
Manusia mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan
diatas bumi, sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an yang terjemahannya
sebagai berikut :
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya,
kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."  (Q.S. Hud
(11) : 61).
Segala sesuatu di bumi dan di langit ditundukkan kepada manusia guna
memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an yang
terjemahannya sebagai berikut :
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan




Dengan mengemban misi yang amat mulia, maka manusia diciptakan
dalam bentuknya yang paling sempurna sebagai mana tertuang dalam Al
Qur’an yang artinya sebagai berikut : “Sesungguhnya  kami menciptakan
manusia dalam bentuk sebaik-baiknya” (Q.S. Al Tiin (95) : 4).
Untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dan mengemban
amanat itu manusia dibekali kemampuan, kecakapan, dan kekuatan baik mental
maupun fisik. Sesuai kedudukan manusia yang sangat mulia itu, Allah
menganugerahkan berbagai macam hak asasi kepada manusia seperti hak
hidup, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan pribadi, hak perlindungan harga
diri dan sebagainya. Hak asasi itu dianugerahkan kepada seluruh manusia
dalam kedudukannya sebagai makhluk Allah, tanpa membedakan warna kulit,
asal keturunan, keyakinan agama, tempat kelahiran maupun kedudukan
sosialnya.
2. Proses Kejadian Manusia
a. Menurut Al Qur’an
Asal-usul manusia adalah dari Adam AS., yang tercipta dari unsur
tanah, sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an yang dapat diterjemahkan
sebagai berikut : ”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
(Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang
diberi bentuk” (Q.S. Al Hijr (15) : 26).
Dalam perkembangan selanjutnya, proses kejadian manusia
adalah dari pertemuan antara air mani (sperma) laki-laki dengan sel telur
(ovum) wanita dalam rahim. Dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan
kronologis kejadian penciptaan manusia. Mulai dari bahan baku
penciptaannya, proses perkembangannya, dan pertumbuhannya dalam
rahim ibu, hingga ia kemudian dimatikan dan dibangkitkan kembali dari
kematian itu. Kronologis penciptaan manusia itu ketika dikomparasikan
dengan ilmu pengetahuan modern dengan analisis ilmiah saat ini,




melihat sinergutas yang begitu indah, yang akan menghasilkan
bertambahnya keyakinan kita akan kebenaran ajaran ini.
Kronologis penciptaan manusia itu digambarkan Al Quran
sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat yang menceritakan proses
penciptaan manusia, yang menyebut tempat-tempat dan mekanisme
reproduksi, sebagai berikut :
1) Manusia Diciptakan dari Saripati Tanah
Pengertian Tanah ”thin” atau saripati tanah yang dimaksudkan
dalam hal ini adalah campuran dari air tanah, begitu pula tanah
sebagai asal atau unsur pertama dari saripati yang merupakan
campuran dari berbagai unsur yang berbeda. Sedang saripati
campuran tanah dan air itu, di mana Nabi Adam A.S. sebagai
manusia pertama diciptakan dari saripati yang keluar dari unsur-unsur
yang bermacam-macam. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa
wahyu Allah SWT yang terjemahannya sebagai berikut :
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
(Q.S. Al-Sajadah (32) :7). Sesungguhnya Kami telah
menciptakan manusia itu dari saripati tanah. (Q.S. Al-
Mukminun (23) : 12). Hai manusia, jika kamu dalam
keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah…..
(Q.S. Al-Hajj (22) : 5).
Jadi dapat disimpulkan bila ayat satu dengan yang lain saling
melengkapi bukan saling bertentangan, karena terbukti tanah itu
sebagai unsur pokok dari campuran air sehingga menjadi ”sulahah
min thin” atau saripati.
Menurut ‘Aisyiah Bintu Al-Syathi’ ketika Al Qur’an
menyebutkan bahwa asal usul kejadian manusia berasal dari saripati




langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah
dengan melalui proses yaitu dengan memperhatikan bumi di mana
mayat-mayat yang dipendam di dalamnya, yang seiring dengan waktu
akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia, yang kemudian
dengan tanah itu pula menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan
dimakan oleh manusia yang masih hidup, dan manfaat lainnya yang
dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya (Aisyah Bintu Syati
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 17)
2) Tahap Al-Nutfah (Pertemuan antara Sperma dan Ovum)
Pengertian Nutfah yang dimaksud dalam hal ini adalah setetes
air mani / Sperma (Al-Qurthubi dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 81). Nutfah ada yang mengartikan sebagai setetes air mani,
setetes sperma mengandung ribuan sel sperma (ribuan makhluk hidup
dalam air mani laik-laki). Sel inilah yang masuk ke dalam rahim
wanita atau dengan kata lain bila Al Qur’an menyatakan bahwa
nutfah adalah tahap pertama kejadian manusia harus diartikan sebagai
hasil pembuahan setelah pertemuan antara bibit laki-laki dan bibit
perempuan dalam rahim. Sehingga dapat dikatakan nutfah adalah
setetes mani yang merupakan sebagian kecil yang ditumpahkan laki-
laki. Hal ini juga disebutkan dalam wahyu Allah SWT yang
terjemahannya sebagai berikut : “Sesungguhnya Kami telah
menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami
hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami
jadikan dia mendengar dan melihat.” (Q.S. Al-Insaan (76) : 2)
“Amsyaj” dalam ayat tersebut berarti percampuran antara
sperma laik-laki dan ovum perempuan dalam rahim. Inilah yang oleh
para mufassir disebut sebagai nutfah. (M. Quraish Shihab dalam




belum terjadi percampuran antara sperma laki-laki dan ovum
perempuan, maka belum disebut nutfah.
Menurut istilah Al-Asfihani, air mani (nutfah) dianggap
sebagai al-ma’ al-shafi atau air suci (M. Quraish Shihab dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 18). Dan, jika terjadi pembuahan, maka proses
nut’fah yang kemudian diberi bentuk itu didamkan dalam rahim
(uterus) dalam waktu tertentu yang berada dalam tiga kegelapan,
yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim, dan dalam selaput yang
menutupi janin dalam rahim (Q.S. Al-Zukmar (39) : 6). Dalam
perkembangannya nutfah terdiri dari dua macam mukhallaqah dan
ghairu mukhallaqah.
Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur’an yang artinya sebagai
berikut : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
suatu saripati (berasal) dari tanah” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 12).
“Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi nutfah yang tersimpan
di tempat yang aman dan kokoh.” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 13)
Dalam ayat lain, hal yang senada menceritakan bahwa
manusia berasal dari setetes air mani, terdapat dalam surat Al-
Qiyaamah ayat 37 yang artinya : “Bukankah dia dahulu dari setetes
mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).” (Q.S. Al-Qiyaamah (75) :
37).
Menurut Nasaruddin Umar, ayat-ayat Al Qur’an diatas
memberikan pemahaman tentang proses awal penciptaan manusia
yang berasal dari setetes air mani atau sperma, di mana air mani itu
terbentuk dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia (laki-
laki) yang berasal dan tumbuh dari tanah. Kemudian, terjadi
pembuahan ketika setetes sperma laki-laki tersebut bertemu dengan
ovum perempuan. Pertemuan sperma dan ovum ini lalu berdiam




dengan Qararin Makin. Menetapnya telur dalam rahim terjadi karena
timbulnya villis, yaitu perpanjangan telur yang mengisap zat yang
dibutuhkan dari dinding rahim, seperti akar tumbuh-tumbuhan yang
masuk ke dalam tanah. Pertumbuhan semacam ini mengokohkan telur
dalam rahim (Nasaruddin Umar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 82).
Dalam ayat lain yang artinya dijelaskan sebagai berikut :
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia
diciptakan ? (5). Dia diciptakan dari air yang terpancar (6).
Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada
perempuan (7). Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk
mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. Al-Thaariq
(86) : 5-8).
Dalam pengertian air yang terpancar pada konteks kekinian
disebut orgasme (Huzaimah T. Yanggo dalam Maria Ulfah Anshor,
2006 : 19). Menurut Maurice Bucaille, pengetahuan tentang hal ini
baru diperoleh manusia pada zaman modern (Maurice Bucaille dalam
Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 303).
3) Tahap al-‘Alaqah (Sesuatu yang melekat / menjadi Segumpal Darah)
Pertemuan sperma laki-laki dan ovum perempuan pada tahap
awal mengakibatkan pembuahan sehingga terbentuk suatu zat
(gumpalan darah) yang melekat (‘alaqah) pada dinding rahim, yang
dalam bahasa Al-Qur;’an di istilahkan dengan ‘alaqah. Seperti dalam
penjelasan terjemahan ayat Al Qur’an berikut ini : “Kemudian air
mani itu Kami jadikan segumpal darah…” (Q.S. Al-Mukminun (23) :
14). “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah
menciptakannya, dan menyempurnakannya.” (Q.S. Al-Qiyaamah (75)




Sebelum ilmu kedokteran berkembang, istilah ‘alaqah oleh
sebagian banyak para ulama tafsir mendefinisikan bahwa al-alaqah
adalah segumpal darah (al-dam al-jamid) (Al-Qurthubi dalam Maria
Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 83), akan tetapi setelah ilmu
kedokteran berkembang, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang
terdapat dalam ’alaqah bukan merupakan unsur-unsur yang terdapat
dalam darah.
’Alaqah dapat diartikan segumpal sel-sel darah yang terjadi
dengan jalan tersusun (terbagi-bagi) dari sel telur yang dibuahi
sperma yang menggumpal (sel darah merah) atau dengan kata lain
tahap dalam ’alaqah ini adalah tahap buah melekat kemudian
bersarang pada dinding rahim.
Sayid Quthub mengartikan bahwa ‘alaqah sebagai suatu zat
yang melekat pada rahim ibu dengan menjelaskan bahwa peralihan
dari al-nuthfah ke al-alaqah terjadi ketika sperma bercampur dengan
ovum dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil (nutfah
jaghrah) yang memperoleh penghidupan atau makanan dari darah
sang ibu. Pada ranah inilah para ahli tafsir mengartikan mukhallaqah
sebagai bentuk yang sempurna. Sedangkan ghairu mukhallaqah
sebaliknya (Hamdani Jamil dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 10).
4) Tahap al-Mudghah (Berbentuk menjadi segumpal daging)
Tahap perkembangan selanjutnya setelah terjadi ‘alaqah
adalah beralih menjadi al-Mudghah, yaitu berbentuk gumpalan
daging. Seperti ditegaskan pada terjemahan Q.S. Al-Mukminun ayat
14 : “Dalam perkembangan selanjutnya, nutfah itu Kami olah
menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi




Peralihan dari ‘alaqah ke al-Mudghah, Sebagaimana
diuraikan oleh Sayid Qutub bahwa perpindahan dari tahap Alaqah ke
mudgah terjadi pada saat sesuatu yang melekat pada dinding rahim
ibu berubah menjadi darah beku yang bercampur (Hamdani Jamil
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 19). Dalam Istilah Maurice
Bucaille darah beku yang dicampur adalah sebagai daging yang
dikunyah. (Maurice Bucaille dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 84).
Mudhgoh merupakan tahap terakhir terjadinya manusia, yang
tidak diartikan segumpal daging, tetapi embrio yang berangsur-angsur
berkembang sehingga benar-benar berbentuk calon bayi yang lengkap
anggota-anggota tubuhnya. Pada masa ini janin mulai diberikan
keistimewaan insaniyah, sebagai ”makhluk lain” (khalqan aakhar)
yang pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan janin lainnya.
5) Tahap al-’Idham (Tulang Belulang yang Dibungkus Daging)
Setelah berbentuk gumpalan daging, maka perkembangan
selanjutnya adalah proses terbentuknya tulang belulang, kemudian
tulang belulang tersebut dikelilingi atau dibungkus dengan daging
(Nasaruddin Umar, 2002 : 84). Hal inilah yang dimaksud dalam
wahyu Allah pada Q.S. Al Mu’minun ayat 14 yang artinya
mengatakan : “Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang
belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 14)
6) Tahap Nafkh al-rijh (Pemberian nyawa / Kala roh ditiupkan)
Setelah melalui proses perkembangan manusia, mulai dari




sampai tahap penyempurnaan dengan meniupkan roh ke dalam
jasadnya, sehingga sempurnalah janin itu menjadi “bayi” (Nasaruddin
Umar, 2002 : 84). Proses perkembangan manusia mulai dari nutfah
sampai sempurna menjadi bayi berjalan selama kurang lebih 9 bulan
(Nasaruddin Umar dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 85).
Hal ini dijelaskan dalam Al Qur’an sebagai berikut :
Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari
yang sebenarnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling
Baik.” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 14). “Kemudian Dia
menyempurnakan dan meiupkan ke dalam (tubuh)nya roh
(Ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
(Q.S. Al-Sajadah (32) : 9).
Demikian Al Qur’an menjelaskan tahapan-tahapan
perkembangan janin atau proses kejadian manusia di dalam rahim
seorang perempuan seperti uraian di atas. Jadi dapat disimpulkan bila
ayat satu dengan yang lain saling melengkapi bukan saling
bertentangan. Tahapan secara utuh terangkum dalam surat Al-
Mukminun 23 : 12-14 dan Q.S. Al-Hajj 22 : 5 yang terjemahannya
sebagai berikut :
Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari
sebuah saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan
saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh
(rahim). Kemudian air mani Kami jadikan segumpal darah
lalu segumpal darah itu Kami jadikan tuang belulang
kemudian tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging,
kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
Maha suci Allah Penciptaan yang paling baik (Al Mukminun
(23) : 12-14).
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan
(dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah




dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiaanya dan yang tidak sempurna, agar kami
jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang
Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan,
kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian
(dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan,
dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula)
diantara kamu yan dipanjangkan umurnya sampai pikun,
supaya dai tidak mengetahui lagi sesuatupun yang
didahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini
kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya,
hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai
macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Q.S. Al-Hajj (22) : 5).
Ayat di atas, menurut Sayyid Qutub, memberikan penjelasan
tentang reproduksi manusia dengan melalui proses perkembangan
secara bertahap sejak mulai dari tanah sampai pada tahap sempurna
menjadi manusia, tetapi bagaimana proses perkembangbiakan
selanjutnya, Al Qur’an tidak meberikan penjelasan lebih lanjut. Hal
ini memberikan kemungkinan akan munculnya metode baru yang
belum diketahui, tapi yang jelas Al Qur’an memuliakan makhluk
manusia dengan menetapkan bahwa dalam dirinya terdapat tiupan ruh
Allah (Sayyid Qutub dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 81).
b. Menurut Hadits
Dalam surat Al Mukminun ayat 12 - 14 dan surat Al-Hajj ayat 5
tersebut, Al Qur’an tidak terlihat secara eksplicit menyatakan kapan janin
atau embrio disebut sebagai manusia atau tepatnya roh masuk ke dalam
janin (Nasarudin Umar dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 21). Tiap-tiap
tahap proses kejadian manusia memakan waktu beberapa lama dan




Al Qur’an. Pada ranah inilah yang menjadi perdebatan di kalangan
Mufassirin maupun kalangan Fuqaha.  Kebanyakan dari mereka
menyadarkan pendapatnya dari dalil yang bersumber dari hadis.
Dan keterangan mengenai hal ini ada dalam hadis Nabi, berikut
uraian perkembangan janin menurut beberapa hadis sebagaimana penulis
kutip dalam Maria Ulfah Anshor yaitu : (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 21)
1) Tujuh Hari Pembuahan
Sesungguhnya Allah jika ingin menciptakn manusia, maka Ia
mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang
memancarkan sperma ke setiap pembuluh dari anggota
tubuhnya, Jika sudah sampai pada hari ketujuh Allah akan
menghimpunnya pada setiap pembuluh, kecuali pada
penciptaan ada (HR. At-Thabrani).
2) Empatpuluh Hari pada Setiap Tahapan
Hadits Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas’ud
r.a. mengatakan :
Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas;ud RA berkata :
Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya
seseorang dari kamu kejadiaanya dikumpulkan dari perut
ibumu selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi
segumpal darh (Alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian
menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang
sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke
dalamnya dan diutus untuk melakukakn pencatatn empat
kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatanya,
dan celaka atau bahagia (HR. Bukhari dari Ibnu Mas’ud).
Hadis tersebut di atas menjelaskan proses perkembangan
janin, sebagaimana proses yang tertuang dalam Al Qur’an, waktu





Dalam Hadist tersebut diterangkan bahwa pada waktu yang
dilalui tiap proses kejadian manusia dalam rahim ibu adalah berupa
nutfah 40 hari, berupa alaqah 40 hari, berupa mudgoh 40 hari juga
sampai menjadi makhluk berupa manusia lengkap yang kemudian
ditiupkan ruh hidup. Dengan demikian dalam hadist ini yang
merupakan janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah
melampaui waktu 120 hari, memasuki minggu ke 18 dari terjadinya
konsepsi atau pembuahan.
Pada hadis lain dijelaskan :
Sesungguhnya kamu dikumpulkan selama 40 hari sebagai
nutfah kemudian menjadi Alaqah selama masa yang sama,
lalu menjadi mudgah pada masa yang sama pula. Lalu Allah
mengutus seorang malaikat diperintahkan untuk menulis empa
kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya,
kebahagiaanya dan kesengsaraannya, kemudian meniupkan
roh ke dalam tubuhnya (HR. Bukhari dari Ibnu Mas’ud).
3) Masa Empatpuluh Dua Malam
Apabila nutfah telah melalui masa empat puluh dua malam,
Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi
bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging,
dan tulang-belulang. Kemudian malaikat bertanya apakah
akan dijadikan laki-laki atau perempuan lalu Allah akan
menentukan apa yang dikehendakiNya, lalu Malaikat
mencatatnya, Malaikat kemudian bertanya akan ajalnya, lalu
Allah akan menentukan apa yang dikehendakiNya, lalu
Malaikat mencatatnya, Malaikat bertanya tentang rezekinya,
lalu Allah akan menentukan apa yang dikehendakiNya, lalu
Malaikat mencatatnya. Dengan demikian selesailah tugas
Malaikat, lalu ia pergi membawa shahifah (lembaran tertulis)
yang tidak ditambah dan tidak dikurangi (HR. Muslim)
Perkembangan ilmu kedokteran, khususnya penyelidikan ilmu




anggota-anggpota fisiknya hingga nampak jelas bentuk manusianya
pada umur janin kira-kira 42 hari, dengan demikian kedua hadist di
atas telah sesuai dengan ilmu pengtetahuan yang baru ditemukan
manusia. Demikianlah Allah SWT menciptakan manusia dengan
proses yang sedmikian rumit. Kehidupan dan kematian adalah
semacam keniscayaan yang dipergilirkan.
3. Hukum Aborsi Dalam Al Qur’an Dan Al Hadits
Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah Undang-Undang paling
utama bagi kehidupan manusia. Allah berfirman yang artinya: Kami
menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. (Q.S. An
Nahl (16) : 89). Jadi, jelaslah bahwa ayat-ayat yang terkandung didalam Al-
Quran mengajarkan semua umat tentang hukum yang mengendalikan
perbuatan manusia.
Tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa
aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat
yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak
ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh
sesama manusia adalah sangat mengerikan, berikut diantaranya
sebagaimana penulis kutip dari Indra Furwita dalam
(www.indrafurwita.multiply.com/journal/item/20) :
a. Pertama : Manusia - berapapun kecilnya - adalah ciptaan Allah yang
mulia.
Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Banyak sekali
ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersaksi akan hal ini. Salah satunya, Allah
berfirman yang artinya : Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat
manusia (Q.S. Al Israa’ (17) : 70).
b. Kedua : Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua





Di dalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain,
memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah yang artinya :
Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena
sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena
kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara
keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya (Q.S. Al
Maa’idah (5) : 32).
c. Ketiga : Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak
memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Banyak calon
ibu yang masih muda beralasan bahwa karena penghasilannya masih belum
stabil atau tabungannya belum memadai, kemudian ia merencanakan untuk
menggugurkan kandungannya. Alangkah salah pemikirannya. Ayat Al-
Quran mengingatkan akan firman Allah yang bunyinya: “Dan janganlah
kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang
memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (Q.S. Al Israa’ (17) : 31).
d. Keempat : Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap
perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis
aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam
kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah “abortus provokatus
kriminalis” yang merupakan tindakan kriminal – tindakan yang melawan
Allah. Al-Quran dalam artinya menyatakan :
Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran
terhadap Allah dan RasulNya dan membuat bencana kerusuhan di muka
bumi ialah : dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan
kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari masyarakatnya.
Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di
dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang pedih (Q.S. Al




e. Kelima : Sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita. Sejak
kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita.
Al-Quran dalam artinya menyatakan : ”Dia lebih mengetahui keadaanmu,
sejak mulai diciptakaNya unsur tanah dan sejak kamu masih dalam
kandungan ibumu” (Q.S. Al Najm (53) : 32). Jadi, setiap janin telah dikenal
Allah, dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses
aborsi.
f. Keenam : Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau
kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah.
Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah
dan menjadi janin. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Al-Quran
mencatat firman Allah yang artinya : “Selanjutnya Kami dudukan janin itu
dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian
kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (Q.S. Al Hajj (22) :
5). Dalam ayat ini malah ditekankan akan pentingnya janin dibiarkan hidup
“selama umur kandungan”. Tidak ada ayat yang mengatakan untuk
mengeluarkan janin sebelum umur kandungan apalagi membunuh janin
secara paksa.
g. Ketujuh : Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi.
Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun, Nabi sangat menjunjung
tinggi kehidupan. Hamil diluar nikah berarti hasil perbuatan zinah. Hukum
Islam sangat tegas terhadap para pelaku zinah. Akan tetapi Nabi
Muhammad SAW – seperti dikisahkan dalam Kitab Al-Hudud – tidak
memerintahkan seorang wanita yang hamil diluar nikah untuk
menggugurkan kandungannya :
Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang wanita dari Ghamid dan
berkata,”Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku.”. Dia (Nabi
yang suci) menampiknya. Esok harinya dia berkata,”Utusan Allah,
mengapa engkau menampikku? Mungkin engkau menampikku seperti
engkau menampik Ma’is. Demi Allah, aku telah hamil.” Nabi




lahir.” Ketika wanita itu melahirkan datang bersama anaknya
(terbungkus) kain buruk dan berkata,”Inilah anak yang kulahirkan
Jadi, hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena
zina (diluar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya
tiba. Bukan dibunuh secara keji.
4. Hukum Aborsi Menurut Para Ulama Fiqh
Aborsi dalam pandangan ulama baik dalam literatur fiqh klasik maupun
kontemporer selalu kontroversial. Begitu juga di kalangan masyarakat selalu
ada pro life dan pro choice. Jika dianalisa, inti atau substansi penyebab
terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah karena berbeda sudut pandang
dalam melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan manusia. Apakah
kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi, atau dimulai sejak ditiupkannya
ruh. (Maria Ulfah Anshor, 2002 : 166).
Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literature klasik
berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (qabla nafklh al-ruh)
maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” ke dalam janin
karena kehamilan sesudah penyawaan (ba’da nafkh al-ruh) semua ulama
sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan
nyawa ibunya. Perdebatan tersebut tepatnya berpangkal pada “kapan
kehidupan manusia itu dimulai?”. Pada dasarnya pertanyaan tersebut tidak
mampu dijawab oleh siapapun, ulama bahkan teknologi kebidanan modern
sekalipun tidak dapat menjawabnya, hingga sekarang pun masih menjadi
rahasia Tuhan.
Sebagian besar ahli fiqh meyakini bahwa tiga tahap perkembangan
kandungan seperti yang digambarkan Al Qur’an yaitu nuthfah, ‘alaqah dan
mudghah, janin belum memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukan
kehidupan tanaman (al-hayah al-nabathiyah). Sesudah itu, janin baru
dinyatakan sebagai memiliki gerakan yang berkemauan atau berkehendak (al-
harakah al-iradiyah) sebagai indikasi telah adanya ruh. Sementara ulama yang




dan saling berkait antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan
berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh (nafhki ruh) tidak akan terjadi
tanpa melalui proses kehidupan sebelumnya (Maria Ulfah Anshor, 2002 : 197)
Kapankah Kehidupan dimulai ? Pertanyaan tersebut berdasar pada
pernyataan bahwa aborsi dilarang karena membunuh kehidupan calon manusia
atau tidak memberi kesempatan calon anak cucu Adam untuk hidup.
Permasalahan tersebut diangkat karena nantinya sangat terkait dengan hukum
aborsi. Mengenai masalah tersebut, para ulama berbeda pendapat.
Masalah aborsi ini kebanyakan para ulama fiqh sepakat melarang aborsi
ketika janin berusia 120 hari atau setelah ditiupkannya ruh. Apabila janin
belum berusia 120 hari atau 4 bulan, maka para ulama berbeda pendapat
mengenai boleh tidaknya aborsi.
Hal ini didasarkan pada pada hadits riwayat Bukhori, bahwa sebelum
melalui masa proses perkembangan selama 120 hari kandungan belum hidup
atau belum bernyawa. Dalam bahasa Arab pengguguran kandungan disebut
sebagai Isqathul Haml atau Ijhadh. Dalam Islam persoalan yang berkaitan
dengan Isqatul haml terbagi menjadi dua, yaitu; pertama : penggguuran
kandungan setelah peniupan ruh (Isqatul hamli ba’da nafkhir ruh) dan kedua :
pengguran kandungan sebelum peniupan ruh (Isqatul hamli qabla nafkhir ruh).
Sehingga para fuqoha (ahli hukum Islam) membedakan hukum pengguguran
kandungan setelah dan sebelum
a. Aborsi Setelah Peniupan Ruh
Para Fuqaha (Ahli Hukum Islam) telah sepakat mengatakan bahwa
penggguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiupkan ruh (Setelah 4 bulan
kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut
merupakan kejahatan terhadap nyawa.Tidak ada perselisihan pendapat di
kalangan ulama tentang pengguguran sesudah bernyawa.
Menurut pendapat jumhur ulama fiqh (mayoritas) pengguguran
kandungan setelah peniupan ruh (ba’da nafkhir ruh) yakni setelah usai




hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana
pembunuhan. Dalam usia seperti ini, jika janin digugurkan, maka
pelakunya akan dikenai hukuman pidana karena ia telah membunuh
makhluk yang sudah nyata bentuknya dan bernyawa, dan dikenai sanksi
hukum yakni membayar denda pembunuhan sepenuhnya (Diyatul Janin)
seperti kasus dengan orang dewasa atas perbuatan kriminal yang ia
lakukan.
”Janin itu juga menerima warisan. Pentingnya peraturan ini adalah
bahwa janin tersebut akan memberikan warisannya kepada
kerabatnya. Upacara penguburan dalam agama diijinkan kalau yang
mati adalah janin yang sudah bernyawa, dan dilarang kalau
sebaliknya. Al Qur’an telah menjelaskan yang dilarang adalah
membunuh aulad (jama’) yaitu sesudah bernyawa (ditiup ruh).”
(Aziz Masyhuri dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 143).
Ulama fiqh telah sepakat bahwa aborsi yang dilakukan sesudah
ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusia 120 hari adalah haram,
kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara’. Batasan
setelah pemeberian ruh atau setelah 120 hari tersebut adalah Al-Qur’an
yaitu :
Surat al-Mukminun ayat 12-14, artinya :
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air
mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian
air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang
(berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta Yang Paling
Baik




”Tiap-tiap dari kamu sekalian berada dalam rahim ibumu selama
empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian menjadi
‘alaqah (sgumpal darah) selama perioade yang sama, kemudian
mudghah (segumpal daging) selama periode yang sama juga,
kemudian malaikat diutus, dan dia meniupkan ruh ke dalamnya…”
(H.R. Bukhari – Muslim).
b. Aborsi Sebelum ditiupkan Ruh
Para ulama fiqh terkemuka berselisih pendapat perihal pengguguran
kandungan sebelum peniupan ruh yakni sebelum usia empat bulan.
Sebagian ulama membolehkan dan tidak mengharamkan, dengan alasan
belum ada kehidupan dan belum mencapai tahap penciptaan sebagai
layaknya bayi manusia. Oleh karena itu, pengguguran kandungan
diperbolehkan dengan catatan ada alasan-alasan yang kuat dan bisa
diterima akal.
Namun, sebagian yang lain tetap mengharamkan. Diharamkan
karena menurut mereka kehidupan sudah dimulai sejak bertemunya sperma
laki-laki dengan sel telur perempuan. Jadi, sejak dikatakan positif hamil
oleh dokter atau hasil laboratorium yang memeriksanya maka pengguguran
janin haram hukumnya (Muhammad Syaltut dalam Maria Ulfah Anshor
dkk. (ed), 2002 : 234).
Sehingga dalam hal ini permasalahan yang menjadi perdebatan
adalah aborsi yang dilakukan sebelum terjadi peniupan roh. Para ulama dari
madzhab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang
membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi yang terjadi bisa
di kalangan antar madzhab maupun di dalam internal madzhab itu sendiri.
Mengenai aborsi sebelum ditiupkan ruh ini akan mengacu pada pendapat
ulama fikh empat madzhab sebagai mana penulis kutip dalam Maria Ulfah





Ulama-ulama madzhab ini berpendapat, menggugurkan
kandungan sebelum janin berumur 120 hari itu hukumnya makruh bila
tanpa udzur, dan yang dapat dipandang sebagai udzur antara lain bila
air susu ibu terputus setelah nampak adanya kehamilan, padahal ayah
anak tidak mampu menyusukan anaknya kepada orang lain, dan
dikhawatirkan anak akan mati. Riwayat yang secara mutlak
membolehkan pengguguran kandungan sebelum janin berumur 120
hari, yang diperoleh dari ulama madzhab Hanafi ditafsirkan oleh
sebagian ulama madzhab ini bila dalam keadaan udzur. Mereka
mengemukakan alasan pendapat serupa itu bahwa air yang telah jatuh
dan menetap di dalam rahim ibu menuju kepada hidup, yang oleh
karenanya kandungan sebelum ditiupkan ruh pun dihukumkan hidup.
Sebagian besar dari fukaha Hanafiyah berpendapat bahwa
aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya janin terbentuk masih menjadi
hal yang ikhtikaf. Sementara, Ali Al-Qami, salah seorang imam
madzhab Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya,
beliau memakruhkan aborsi. Pandangan tersebut sebagaimana ditulis
oleh Al-Asrusyani salah satu pengikut Hanafi dalam kitab Jami’
Ahkam Al-Shighar sebagai berikut : “Para Syaikh dari madzhab Hanafi
umumnya mengatakan tidak makruh, sebagaimana difatwakan oleh
penulis kitab Al-Mukhith. Dan Imam Ali Al-Qami memakruhkannya,
demikian juga fatwa Abu Bakar Muhammad bin Al-Fadhl.”
(Muhammad bin Mahmud bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asrusyani
Al-Hanafi dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 93).
Menurut Al-Qami, yang dikutip oleh Al-Asrusyani, ”pengertian
makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram)
dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi
hukuman yang setimpal”. Tetapi, pendapat tersebut ditolak Al-Haskaki,
salah satu pengikut Hanafi yang lain, ketika ditanya : “Apakah
pengguguran kandungan dibolehkan ?” Beliau menjawab : “Ya,




sesudah 120 hari kehamilan” (Husein Muhammad dalam Maria Ulfah
Anshor, 2006 : 93).
Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat
bila belum terjadinya penyawaan, karena dianggap belum ada
kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana
(jinayat). Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia
120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu pengikut Hanafi, menyatakan :
“fuqaha madzhab ini memperbolehkan menggugurkan
kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging,
atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya.
Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna
adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya
sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia” (M.
Nu’aim Yasin dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 94).
Pendapat tersebut dibantah oleh ulama lain dengan berargumen
bahwa penciptaan terjadi sesudah janin berusia 80 hari, dengan
mengatakan : “Jika janin telah melalui dua kali empat puluh hari (80
hari) maka Allah telah mengutus malaikat kepadanya lalu
membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan dan kulitnya”
(M. Nu’aim Yasin dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 94).
Namun, menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer
dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum
kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu :
”pertama, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu
terancam akibat kehamilan; kedua, jika kehamilan
dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya;
ketiga, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya
proses menyusul bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat
bergantung pada susu ibunya” (Sa’id Ramadan Al-Buti dalam




Yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada
setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu
yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari
kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka
ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan. Indikasi
lain yang paling banyak dikutip dari mazhab ini adalah ketika si ibu
pada waktu hamil sedang dalam keadaan menyusui anaknya dan
susunya terhenti, sementara si ayah tidak mempunyai biaya untuk
menyediakan susu pengganti, keadaan ini dibenarkan karena untuk
memelihara kehidupan anak yang sedang menyusui. Sementara, alas an
lain juga biasanya ketikaterjadi sesuatu yang buruk menimpa si ibu,
seperti adanya resiko dalam melahirkan.
Adapun konsekuensi hukumnya bagi pelaku ada beberapa
pandangan;
Menurut At-Tahtawi :
Apabila janin yang digunakan itu dalam fase alaqah atau
mudgah, maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi
cukup dihukum dengan kadar hukuman berat ringannya
ditentukan oleh hakim (ta’zir), karena dianggap telah merusak
sesuatu yang sangat berharga (Ahmad Al-Thahthawi Al-Hanafi
dalam Maria Ulfah Anshor ,2006. : 95).
Menurut Al-Asrusyani, ”Pelaku wajib membayar uang
kompensasi (ghurrah) bila kehamilan yang digugurkan telah berusia
empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, maka uang
kompensasi tidak wajib” (Al-Asrusyani dalam Maria Ulfah Anshor,
2006. : 95).
Namun, menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani,
”meskipun janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging




memohon ampun kepada Allah atas kecerobohannya hingga merusak
calon manusia” (Al-Asrusyani dalam Maria Ulfah Anshor,2006. : 95).
Sebagian lainnya dari fuqaha Hanafiyah, di antaranya seperti
yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud al-Mushili berpendapat
bahwa ”aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari”
(Said Ramadhan Al-Buthi dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 95).
2) Madzhab Hanbali
Sebagaimana dikemukakan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa
perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya
sebelum ditiupkan ruh diwajibkan membayar diyat berupa
membebaskan budak laki-laki atau perempuan untuk suaminya. Seperti
halnya Ibnu qudamah, Ibnu Hazm membicarakan dari segi sanksinya.
Tetapi dengan mewajibkan membayar diyat itu dapat dipastikan bahwa
sengaja mengugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh itu hukumnya
haram.
Dalam pandangan jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh
digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (mudghah),
karena belum terbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu
Qudamah dalam kitab Al-Mughni :
Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudghah
dikenai denda (ghurrah), bila menurut tim spesialis ahli
kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru
memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat,
pertama yang paling sahih adalah pembebasan hukuman
ghurrah, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa
alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat
kedua; ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah
memasuki tahap penciptaan anak manusia (Abi Muhammad
‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam Maria




Pandangan tersebut disebutkan juga oleh ulama lain yang
membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan  roh, diantaranya
disbutkan Yusuf bin Abdul Hadi : “Boleh meminum obat utnuk
mengugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging” (Nu’aim
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 96). Namun, Gamal Serour, pakar
kependudukan dari Al-Azhar membatasi sebelum kehamilan berusia 40
hari diperbolehkan selebihnya dilarang (Gamal Serour dalam Maria
Ulfah Anshor , 2006 : 96). Senada dengan pendapat tersebut Al-
Zaraksyi dalam Al-Inshaf yang dikutip oleh Imam Alauddin,
mengatakan : “setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah
berbentuk janin yang sempurna maka ghurrah-nya dibebaskan” (‘Al-
Zaraksyi dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 96).
Akan tetapi, menuru Qatadah yang dikutip Ibnu Qudamah,
beliau pernah berkata : “jika janin berbentuk segumpal darah (alaqah),
maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi (ghurrah),
bila berbentuk segumpal daging (mudghah) harus dibayar 2/3 dari uang
kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa,
maka dikenakan denda lengkap (ghurrah kamilah)’. Dalam hal ini
meskipun yang melakukan aborsi itu adalah ibunya sendiri jika janin
sudah berbentuk sempurna, maka tetap harus dipertanggungjawabkan,
sebagaimana terdapat dalam Al-Qina :
Andaikata janin gugur akibat ulah ibunya sendiri, misalnya ia
sengaja meminum obat-obatan sehingga anak yang
dikandungnya menjadi gugur, maka ia wajib menggantinya
dengan ghurrah, dengan catatan kematian janin tersebut akibat
jinayah atau pengaruh obat yang diminum (Manshur bin Yunus
bin Idris Al-Bahuti dalam Maria Ulfah Anshor , 2006 : 97).
Dalam kitab Al-Insyaf karya “Alaudin ‘Ali bin Sulaiman “al




Diperbolehkannya meminum obat-obatan peluntur untuk
menggugurkan janin. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu
Najjar yang berpendapat bahwa laki-laki diperbolehkan
meminum obat untuk pencegahan terjadinya coitus, sedangkan
perempuan diperbolehkan untuk meminum peluntur untuk
menggugurkan nutfah. Namun, pendapat yang paling ketat dari
mazhab ini seperti dikemukakan oleh Ibnu Jauzi yang
menyatakan bahwa aborsi hukumannya haram mutlak baik
sebelum atau sesudah persenyawaan pada usia 40 hari (Said
Ramadhan Al-Buthi dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 97).
Dari paparan pendapat para fukaha Hanabilah cenderung
sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum
terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.
3) Madzhab Syafi’i
Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi
sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-‘Imad, ada pula
yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah)
dan segumpal darah (alaqah) atau berusia 80 hari sebagaimana
dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan
sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi roh (Gamal
Serour dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 99).  Namun, sebagian besar
dari fukaha Syafi’iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia
kehamilan 40-42 hari.
Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzhab Syafi’iyah
yang terkenal beraliran sufi, beliau dari madzhab Syafi’iyah yang
terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan
janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut
tergolong pidana (jinayah) meski kadarnya kecil. Ia memberikan




pendapatnya tentang senggama terputus (‘azl). Al-Ghazali dalam Al-
Ihya Ulum Al-Din mengatakab sebagai berikut :
Senggama terputus (al-‘azl) tidak dapat disamakan dengan
aborsi (ijhadh), karena ijhadh merusak konsepsi atau
pembuahan (maujud hashil), yakni percampuran anatara nut’fah
dengan ovum, dan merusak konsepsi merupakan perbuatan
jinayah yang ada sanksi hukumnya. Mengapa ? Karena
menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai secara
bertahap demi tahap, awalnya nutfah dipancarkan ke dalam
rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian
setelah itu ia siap menerima kehidupan. Dan, merusak hasil
pembuahan tersebut adalah jinayah. Jinayah akan meningkat
semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak. Jinayah
akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh
ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati (Al-Ghazali dalam
Maria Ulfah Anshor , 2006 : 99).
Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran
antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijab-
qabul) yang tidak boleh dirusak :
Percampuran antara air laki-laki (sperma) dan air perempuan
(ovum) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi ijab dan
Kabul (perjanjian serah terima yang sudah disepakati). Artinya,
perjanjian itu tidak boleh dirusak. Demikian pula pelenyapan
hasil konsepsi, secara hokum fikih dilarang, dan pelakunya
wajib dikenai hukuman (Mahmud Syaltuth dalam Maria Ulfah
Anshor, 2006 : 99).
Menurut Al-Ghazali, secara fikih senggama terputus (‘azl) tidak
ada sanksi hukumnya, tetapi pelenyapan hasil konsepsi ada sanksi
pidananya, sebagaimana dalam pernyataan berikut :
“Apabila telah terbentuk segumpal darah (alaqah), maka
membayar kompensasi sebesar 1/3 dari denda sempurna
(ghurrah kamilah), bila berbentuk segumpal daging (mudghah),
maka membayar kompensasi sebesar 2/3, dan setelah melewati
masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda
penuh (ghurah kamilah) jika gugur dalam keadaaan meninggal.




tebus penuh (diyat kamilah) (Al-Ghazali dalam Maria Ulfah
Anshor, 2006. : ).
Dalam kalimat lain Al-Ghazali mengakui bahwa menurut
pendapat yang paling benar (qaul ashah) aborsi dalam bentuk segumpal
darah (alaqah) dan segumpal daging (mudghah) atau sebelum
penciptaan tidak apa-apa (Al-Ghazali dalam Maria Ulfah Anshor, 2006.
: 100). Sementara sebagian ulama Syafi’iyah lain mengatakan bahwa :
Aborsi diizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna,
yakni belum tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki,
kepala, rambut, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Al-Ramli
mengharamkan aborsi setelah peniupan roh tersebut secara
mutlak dan membolehkan sebelumnya (Syamsudin Muhammad
bin Abi Al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihab ad-Din Al-
Ramli dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 100).
Namun, karena sulit mengetahui kepastian waktu peniupan roh
tersebut, maka diharamkan pengguguran sebelum mendekati waktu
peniupan roh untuk berjaga-jaga. (Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-
‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihab Ad-Din Al Ramli dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 100). Sebagaimana beliau mengatakan :
Sejak peniupan roh, sesudah dan hingga dilahirkan tidak
diragukan lagi haram hukumnya. Adapun sebelum peniupan roh
tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati waktu
peniupan roh, diperselisihkan antara boleh dan haram, namun
yang kuat (rajih) adalah diharamkan, karena itu adalah waktu
yang mendekati waktu keharamannya (Syamsuddin Muhammad
bin Abi Al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihab Ad-Din Al
Ramli dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 101).
Sebagian ulama ada juga yang menentukan batas penyawaan
adalah 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan
berusia 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya. Dasar yang




“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila
nutfah telah melewati 42 hari Allah mengutus malaikat untuk
membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya,
penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian
malaikat bertanya : Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki
tau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki,
lalu malaikat itu pun menulisnya”. (H.R. Muslim) (Abi Al-
Hussain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, 1992
: 550).
Begitu juga Imam Nawawi mengharamkan aborsi pada tahap
mudghah yang sudah berbentuk wajah anak adam (manusia) yakni
sudah memiliki mata, telinga, tangan serta lainnya, maka haram dirusak
meskipun belum sempurna. Menurutnya janin pada fase tersebut bila
dirusak ada dendanya (diyat) (An Nawawi’ dalam Maria Ulfah Anshor,
2006. : 101). Sebab merusak anak dalam perut (al-walad fi al bathni)
merupakan tindakan pidana, ia tidak berhak dirampas hak hidupnya.
Pada ulama Syafi’iyah memang bersilang pendapat tentang
hukum aborsi sebelum peniupan roh (qabla al-nafkh al-ruh), tetapi
mereka sepakat (ijma) mengharamkan aborsi sesudah peniupan roh
(ba’da nafkh al-ruh), sebagaimana dikatakan Al-Qashby sebagai
berikut : “Para ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan
yang dilakukan setelah peniupan roh atau setelah 4 bulan, dan tidak
dihalalkan bagi kaum muslimin melakukannya karena hal itu
merupakan pelanggaran pidana (jinayah) atas makhluk yang hidup”
(Al-Qashby Mahmu Zalath dalam Maria Ulfah Anshor , 2006 : 101).
Akibat hukum bagi pelaku pengguguran kandungan setelah
penyawaan, menurut pendapat mayoritas (jumhur) ulama Syafi’iyah
sepakat pelakunya wajib membayar kompensasi (ghurrah),
sebagaimana dikatakan oleh Al-Juzairi :
Janin yang digugurkan akibat tindak pidana (jinayah) wajib
diganti dengan uang kompensasi baik terpisah dari tubuh ibunya
ketika ibunya masih hidup atau setelah ibunya menjadi mayat.




seperti keluar kepalnya dalam keadaan sudah meninggal (Abd
Rahman Al-Juzairy dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 102).
Dari pendapat Imam Al-Zarkasyi, imam Al-Ramli
mengemukakan bahwa aborsi diperbolehkan ketika usai janin dalam
proses nutfah atau alaqah. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan
Abu Bakar bin Abu Sa’id al-Furati ketika ditanya oleh Al-Karabisi
tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur kepada
jariyah-nya. Al-Furati menjawab hal tersebut diperbolehkan selagi
masih berupa nutfah atau alaqah. Selanjutnya Al-Ramli menjelaskan
bahwa sebelum peniupan roh aborsi tidak disebut dengan khilafu’l
aula, melainkan mengandung kemungkinan makruh (Al-Imam Al
Ramli, dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 102). Ibnu Hajar
memberikan keputusan aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan
42 hari, sedangkan lebih dari itu dilarang. (Husein Muhammad dalam
Maria Ulfah Anshor, 2006 : 102).
4) Madzhab Maliki
Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah
dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi
tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari (Said Ramadhan
Al-Buthi dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 102).  Hal tersebut
ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa “tidak diperbolehkan
melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun
belum berumur 40 hari” (M. Nu’aim Yasin dalam Maria Ulfah Anshor,
2006 : 102). Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap
air mani, maka tidak boleh suami-isteri ataupun salah satu dari mereka
menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah




Al-Lakhim membolehkan pengguguran kandungan sebelum
berusia 40 hari dan tidak harus mengganti dengan denda apapun
(Hasyiyah Ar-Rahwani ala Syarich al Zarqawi, 2006 : 103).  Bahkan
ulama Malikiyah lain memberi keringanan (rukhshah) pada kehamilan
akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkan sebelum fase peniupan
roh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya (Al-Laisy
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 103).  Tetapi, menurut mayorita
Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa
ibu, selain itu mutlak dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite
Fatwa Al-Azhar yang ditulis Gamal Serour yaitu
Mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk
kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut
hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau karena hubungan
gelap (zina), kecuali jika aborsi tersebut ditujukan untuk
menyelamatkan nyawa ibunya (Gamal Serour dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 103).
Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar
wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan.
Semakin tua usai kandungan yang digugurkan semakin besar pula
tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas
(Jumhur) ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (ta’zir)
bagi pelaku aborsi pada janin sebelum terjadi penyawaan (qabla nafkhi
al-Ruh). Namun, Al-Qurtubi mewajibkan membayar kompensasi,
sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam Bidayah Al-
Mujtahid yaitu “apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun
dalam bentuk mudghah atau alaqah, apabila ia diyakini sebagai anak
dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib
menebusnya dengan ghurrah” (Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi dalam
Maria Ulfah Anshor, 2006 : 103).
Para ulama yang melarang dilakukannya tindakan aborsi biasanya




sejak konsepsi. Ulama yang melarang aborsi sebagian besar dari mazhab
Maliki, sedangkan dari mazhab Maliki, sedangkan dari mazhab lainnya
yang berpendapat serupa di antaranya Imam Al-Ghazali dari mazhab
Syafi’I, Ibnu Jauzi dari mazhab Hanbali, dan Ibnu Hazm dari mazhab
Zhairi (Ibnu Hazm dalam Maria Ulfah Anshor, 2006. : 104).
Sedangkan bagi ulama yang mengizinkan aborsi sebagian besar dari
mazhab Hanafi dan Syafi’I yang mempunyai argument sebagai berikut :
1) Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.
2) Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal
darah dan belum terbentuk anggota badannya.
3) Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging,
karena belum berbentuk anak manusia.
4) Aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu.
5) Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan.
6) Ketidakmampuan seorang perempuan menanggung beban kehamilan
karena tubuh yang kurus dan rapuh.
Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapat ulama fikih mengenai
aborsi sebelum terjadi penyawaan atau sebelum kehamilan berusia 120 hari
secara ringkas tergambar pada table I berikut : (Maria Ulfah Anshor, 2006 :
105).
Table I
Pandangan Ulama Fikih tentang Aborsi Sebelum 120 Hari
No. Madzhab /
Ulama





a. Al-Haskafi Boleh 120 hari Belum terjadi
penyawaan
-
b. Ibnu Abidin Boleh 120 hari ” -















b. Ibnu Qudama Boleh Mudghah ” -
c. Al Zaraksy Boleh ’Alaqah ” -
d. Abi Ishaq Boleh Mudghah ” -









a. Abi Sad Boleh ’Alaqah Belum ada
nyawa
-
b. Al-Ramli Boleh 42 hari ” -































Perdebatan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan
sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dari mazhab empat menyepakati
bahwa aborsi yang dilakukan setelah bersenyawa (ba’da nafkhi al-ruh)
merupakan tindakan yang diharamkan (Muhammad bin Alawi dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 106). Menurut ulama kontemporer Mahmud Syaltut
berpendapat bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi dikalangan ahli
fikih berakhir pada suatu kesimpulan bahwa pengguguran kehamilan
setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupakan bentuk
kejahatan yang ada sanksi pidananya (Mahmud Syaltut dalam Maria Ulfah
Anshor, 2006 : 106).
Akan tetapi, aborsi yang dilakukan sebelum pemberian roh
sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi pada
umumnya membolehkan. (Imam Muhammad bin Mahmud Al-Asrusyani
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 106). Sementara, mazhab Maliki sama
sekali melarang meskipun baru pada tahap konsepsi (Imam Alaudin dalam
Maria Ulfah Anshor, 2006 : 106). Mazhab Hanbali sebaliknya
membolehkan sepanjang janin belum terbentuk sempurna (Nu’aim Yasin
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 106). Sedangkan mazhab Syafi’I satu
sama lainnya berbeda pandangan dalam menetapkan batasan usia yang




Adanya perbedaan yang terjadi di kalangan ulama fikih adalah hal
yang biasa dalam menentukan suatu pandangan termasuk di dalamnya
persolan fikih aborsi. Karena setiap ulama mewakili kondisi dan ruang
diaman mereka hidup, yang tentu saja akan berpengaruh pada metode dan
hasil dari yang mereka kaji. Kecenderungan ulama klasik dalam
memandang persoalan aborsi berpangkal dari kapan dimulainya suatu
kehidupan manusia di dalam rahim, memang masih menjadi persoalan
hingga sekarang.
B. Jenis Aborsi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam
Setelah membedah perdebatan ulama fikh tentang aborsi dari berbagai
mazhab yang terangkum dalam bab sebelumnya, menunjukan bahwa aborsi adalah
suatu permasalahan serius yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan
kebijakan. Karena itu, persoalan aborsi adalah persoalan yang mempunyai akibat
kompleks bagi yang melakukannya yang bukan hanya berhubungan dengan
nyawa, tetapi juga dengan kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup masa
depan. Hubungan tersebut akan menjawab permasalahan jenis aborsi yang
diperbolehkan dalam hukum Islam.
Pengguguran kandungan pada prinsipnya dilarang. Tetapi untuk keadaan
tertentu dengan sejumlah alasan tertentu yang dibenarkan secara medis, maka
aborsi dapat dilakukan. Jadi Aborsi Hanya dapat diperbolehkan karena alasan
medis atau darurat.
Penghentian kehamilan yang berdasarkan pertimbangan medik, misalnya
bila kehamilan itu diteruskan dapat membahayakan keselamatan (nyawa) ibu yang
bersangkutan. Atas pertimbangan medik maka janin yang dikandungannya dapat
digugurkan. Atau Ibu ini mengidap suatu penyakit, misalnya mengalami gangguan




mengakibatkan gangguan perkembangan janin dalam kandungan (Dadang Hawari,
2006 : 64).
Menurut pertimbangan medis dokter spesialis, menurut Dadang Hawari
aborsi diperbolehkan jika kondisi perempuan sebagai berikut :
a) usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu dan hasil diagnosis
menunjukan munculnya resiko lebih besar pada pasien (perempuan)
bila kehamilan dilanjutkan, seperti gangguan mental, fisik, dan
psikolososial.
b) Ancaman gangguan/cacat mental permanen pada pasien (perempuan)
c) Membahayakan jiwa pasien (perempuan) jika kehamilan dilanjutkan.
d) Resiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita
cacat fisik/mental yang serius
Dalam menentukan resiko tindakan seperti yang tersebut di atas dokter
harus mempertimbangkan keadaan pasien pada saat itu (Dadang
Hawari, 2006 : 61).
Pengguguran berlatar belakang medikpun ada ketentuannya. Boleh
dilakukan terminasi kehamilan (aborsi), dengan catatan janin yang dikandunganya
belum berumur dua belas minggu (tiga bulan). Kenapa patokannya tiga bulan ?
karena secara kedokteran sejak usia ini baru dapat didengar bunyi jantung.
Bentuknya sudah lengkap hanya ukurannya masih sangat kecil (manusia miniatur).
Sebelum mencapai itu belum dinyatakan hidup karena belum ada denyut jantung.
Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah As Sajdah ayat 9, pada usia tersebut
Allah Swt, meniupkan ruh, baru janin itu dianggapa hidup; ”hidup” dalam arti
seperti manusia tetapi sedang dalam kandungan dan kalau ini diaborsi berarti
pembunuhan (Dadang Hawari, 2006 : 65). Firman Allah Swt. sebagaimana
tersurah dalam As Sajdah ayat 9, yang artinya sebagai berikut : ”Kemudian Dia
menyempurnakan dan meniupkan kepadanya ruh-Nya; dan Dia menjadikan untuk
kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali kamu bersyukur” (Q.S. As
Sajdah, 32 : 9).
Setelah melewati usia itu (tiga bulan) dengan resiko apapun, janin tidak
boleh digugurkan; karena teknologi modern sudah dapat menjaga kehamilan ibu.
Kalau dia lemah jantung bisa diperkuat jantungnya, kalaupun sudah sembilan




Operation). Kalau dulu memang meski bayi sudah berusia lebih dari empat atau
lima bulan tetap saja dilakukan pengguguran. Tapi sekarang, karena
dipertimbangkan adanya bantuan teknologi, ibu dan anak keduanya bisa
diupayakan selamat (Dadang Hawari, 2006 : 66).
Aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa yaitu
demi menyelamatkan nyawa si ibu, maka dalam Islam membolehkan, bahkan
mewajibkannya karena Islam mempunyai prinsip :  ”Menempuh salah satu
tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.”
(Huzaemah T. Yanggo dalam Maria Ulfah Anshor dkk (ed), 2002 : 114).
Aborsi semacam ini boleh dilakukan dan menjadi wajib dilakukan bila
keadaan darurat memaksa dengan alasan demi keselamatan jiwa ibu yang
mengandungnya, seperti firman Allah :
Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan (kerusakan)” (Q.S.
Al Baqarah (2) : 195). ”...Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memaksanya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampui
batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (Q.S. (2) 173).
Hal tersebut di atas juga terdapat dalam kaidah fiqh yang dianut oleh umat
Islam, yaitu yang mengatakan :
a) Apabila berkumpul dua kemudharatan, sedangkan salah satunya lebih
besar kemudharatanya dari yang lain, maka yang lebih besar
kemudharatanya tersebut harus dihilangkan dengan membuat
(menyelamatkan) yang lebih ringan
b) Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan
kemashlahatan
c) Perbuatan (keadaan) yang darurat membolehkan segala yang dilarang
d) Segala yang diharamkan dibolehkan karena darurat
Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad dan Ibnuy
Majjah dari sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menganjurkan agar orang jangan berbuat
sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
Dalam hal ini dikhawatirkan ibu akan meninggal bila janin dibiarkan




menentukan hukum. Bila kita pilih keselamatan janin, berarti keselamatan ibu kita
korbankan, bila kita pilih keselamatan ibu, berarti janin kita korbankan. Sudah
jelas bahwa mengorbankan ibu lebih besar kerugianya dari pada mengorbankan
janin. Oleh karenanya dalam keadaan amat mendesak seperti ini, yang dapat
digolongkan dakan keadaan darurat, aborsi dapat dibenarkan oleh syari’ah Islam.
Dalam kaedah syariah disebutkan bahwa : ”Jika mengahadapi dua dharar
atau keburukan, digugurkan bayinya akan mati, maka agama menganjurkan untuk
memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibunya dan
menggugurkan kandungannya” (Muhammad Syaltut dalam Maria Ulfah Anshor
dkk (ed), 2002 : 114).
Dilema kematian antara ibu dan janin atau bayi dalam kandungan dalam
pandangan pra ahli fiqh dipecahkan melalui pengorbanan janin atau bayi. Dalam
pandangan para ahli fiqh kematian janin / bayi adalah lebih ringan daripada
kematian ibunya, karena itu adalah induk dari mana janin / bayi berasal.
Eksistensinya telah pasti. Ia juga sudah mempunya kewajiban-kewajiban dan hak-
hak, karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan bayi yang
eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban-kewajiban (Husein
Muhammad dalam Maria Ulfah Anshor dkk (ed) , 2002 : 127).
Jadi Islam membolehkan untuk melakukan Aborsi seperti penggunaan
kontrasepsi Darurat dan lain-lain, yaitu mengorbankan janin karena
menyelamatkan nyawa calon ibu, nyawa ibu diutamakan mengingat dia merupakan
sendi keluarga dan telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun
terhadap sesama makhluk, sedangkan janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidup,
ia belum mempunyai hak, seperti waris dan belum mempunyai kewajiban apapun
(Mahmud Syaltut dalam Maria Ulfah Anshor dkk (ed), 2002 : 114).
Kondisi tersebut sesungguhnya dapat dicegah dengan cara memilih salah
satu bahaya yang paling kecil resikonya. Tetapi, dari sisi kebaikan dan
manfaat (kemaslahatan) jika dibandingkan antara janin dengan ibunya,
maka menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan ibu jauh lebih
membawa kemanfaatan dan kebaikan. Ibu sebagai orang yang telah




tanggung jawab terhadap keluarga maupun masyarakat. Kehadirannya
sangat dibutuhkan karena ada pihak yang kelangsungan hidupnya secara
fisik maupun psikis bergantung pada keberadaan ibunya khususnya anak-
anaknya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun baik
terhadapa manusia maupun terhadap Tuhan (Maria Ulfah Anshor, 2006 :
142).
Suatu keadaaan dimana aborsi  semacam ini dilakukan karena adanya suatu
hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan satu-satunya jalan dan harus
dilakukan atau bisa dikatakan dengan keadaan darurat.
Dalam tradisi fikih apabila dihadapkan pada dua hal yang sama-sama
membahayakan, maka harus dipilih salah satu dari dua bahaya tersebut yang
resikonya paling kecil. Dengan kata lain, bahaya (madlarat) yang lebih berat
dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan (al-dlarar al-asyadd yuzaalu bi al
dlarar al-akhaff) (M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 :
142). Pengertian bahaya (dharurat) dalam istilah fikih adalah apa yang harus
dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya, atau akalnya, atau
keturunanya, atau hartanya dari kebinasaan (M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 143).
Persoalannya adalah bagaimana menentukan sesuatu itu dikategorikan
berbahaya atau tidak berbahaya, tergantung pada sesuatu yang lain yang
mempengaruhinya berupa indikator. Namun, ketika indikator-indikator itu
ditetapkan, tidak bisa dilepaskan dari subyektifitas orang yang menilainya,
tergantung pada kepentingan, sehingga melahrikan ukuran-ukuran yang
juga sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu, dalam menentukan seuatu
itu berbahaya atau tidak, baik atau tidak, manfaat atau tidak, harus terikat
juga dengan prinsip-prinsip moral diatas supaya tidak terjebak pada
perdebatan yang menguntungkan salah satu pihak (Maria Ulfah Anshor,
2006 : 143).
Banyak pendapat mengenai indikator-indikator bahaya, semuanya tidak




sebagai berikut; pertama bahaya itu telah nyata, merupakan sesuatu yang sudah
terbukti, konkret, bukan duga-dugaan; kedua menunjukan bukti secara faktual
yang ditunjukan dengan penelitian empiris, sehingga merupakan kepastian dan
bukan sekadar perkiraan (dzanniyyah) semata; ketiga motivasinya adalah
mengambil kemaslahatan atas dasar pertimbangan agama (syara’) yang diyakini
bahwa pengguran kandungan yang aman jauh lebih memberikan maslahat dan
manfaat (Muhammad Sa’id Ramdhan al-Buti dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 :
143).
Persoalan lain yang terus menerus menyertai perdebatan berkaitan dengan
aborsi adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara agama (syar’iy)
sangat jelas yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap
agama, jiwa, akal keturunan, dan harta (ad-dlaruuriyyat al-Khamsah)
disebut darurat. Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat
mengantarkan atau mengakibatkan pada rusaknya lima perkara tersebut
dapat dilakukan meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam
situasi bormal dilarang, misalnya memakan sesuatu yang diharamkan untuk
obat diperbolehkan (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 146).
Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama
membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya
paling ringan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan : ”Yang lebih ringan di
anatara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan
(Yartakibu akhaff al-dhararaiin li ittiqaa’i asyaddhuma)” (Abdul Wahab Khallaf
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 146). Kaidah lain menyebutnya : ”Jika
dihadapkan pada sebuah dilema yang sama-sama mebahayakan, maka ambilah
risiko yang palin kecil dengan menghindari sesuatu risiko yang lebih besar (Idzaa
t’aaradhat al-mafsadataani ruu’iya a’dzamuhuma dhararan)” (Al Suyuti dalam
Maria Ulfah Anshor, 2006 : 146).
Namun, pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (dharurat)
tersebut dalam hal aborsi seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal
dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan.




sebaliknya. Oleh karena itu, faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan,
keduanya harus menjadi ukuran dalam memeperimbangkan abahaya atau tidaknya
seseorang. Termasuk di dalamnya seluruh situasi dan kondisi yang menjadi latar
belakang, menjadi perantara atau penyebab yang mengantarkan (washlah)
terjadinya kondisi darurat menjadi bagian yang juga harus dianalisa dalam
menetapkan hukum (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 147).
Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pembentukan hukum
tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
terhadap ibunya, karena ibu merupakan induk (al-ashl) dari janin sehingga
harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung
jawab kemanusiaan terhadap keluaraganya maupun masyarakat.
Sementara, janin belum memiliki tanggung jawab apapun. Dalam hal ini
sifatnya memang relatif kecil sekali, tidak bisa digeneralisir secara hitam
putih karena kondisi yang dianggap dharurat dan maslahat bagi seseorang
belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi seseorang
belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi orang lain.
Tetapi, di situlah sebenarnya justru terletak keunikan fikih bersifat relatif,
memiliki flesibilitas, sangat tergantung pada situasi dan kondisi bahkan
motivasi (nia) yang melatar belakangi (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 147).
Berbicara mengenai aborsi tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang
saja karena ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak berdiri
sendiri, sama halnya dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang lain.
Pertanyaannya adalah mengapa seseorang melakukan aborsi ? semata-mata karena
tidak menghendaki kehamilan atau ada persoalan lain ? masing-masing memiliki
konsekuensi hukum yang tidak dapat disamakan (Maria Ulfah Anshor, 2002 : 158)
Bagaimana dengan aborsi yang dilakukan karena pertimbangan-
pertimbangan sosial-ekonomi politik maupun dampak psikologis dan lainnya ?
Sejauh ini belum ada pendapat dari ulama fiqh yang secara khusus
mengkodifikasikannya. Namun pada kasus-kasus tertentu yang dapat
menimbulkan hilangnya nyawa manusia atau dalam ushul fiqh disebut al-dharurat,




kaedah fiqh yang menyatakan : Al-dhruratu tubihul mahdhurat – keadaan darurat
dapat membolehkan sesuatu yang dilarang (Maria Ulfah Anshor, 2002 : 167).
Setelah melihat beberapa masalah diatas, jenis-jenis aborsi dapat dibagi sebagai
berikut :
1. Jenis Aborsi dari Perspektif Medis
Dalam istilah medis aborsi atau penguguran kandungan dapat
dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu aborsi spontan (abortus spontaneous)
dan aborsi yang disengaja (abortus provocatus), hal ini disebutkan dalam
Glorier Family Ensiclopedia : “An abortion is the termination of a pregnancy
by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be
spontaneous or inducted” (aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara
menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi
dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa) (Glorier Family
Ensyclopedia dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 35).
a. Aborsi Spontan (aborsi spontaneous)
Aborsi spontan (abortus spontaneous) atau disebut juga keguguran
tanpa disengaja ialah aborsi yang terjadi secara alamiah atau yang tidak
disengaja atau terjadi di luar kemampuan manusia baik tanpa sebab tertentu
maupun karena sebab tertentu, seperti kelainan dari buah kehamilan, sebab
trauma mekanis (benturan aktifitas fisik yang berlebihan), maupun karena
kecelakaan, kelainan pada alat kandungan, pendarahan, penyakit yang
berhubungan dengan kondisi ibu seperti penyakit syphilis, virus
toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, penyakit ginjal, TBC, dan
sebagainya. Aborsi ini terjadi sebelum fetus berkembang atau sebelum
lahir. Jadi aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya.
Dalam literatur bahasa arab atau dalam istilah fikih aborsi spontan atau
tidak disengaja disebut al-isqath al-afwu yang berarti aborsi yang




Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hokum apa pun,
baik hukum pidana maupun agama.
Menurut Dr. Setiawan Aslim dalam Aborsi dari Sudut Medik,
Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi : (Setiawan
Aslim dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 36)
1) Aborsi Imminens (threatened abortion), yaitu adanya gejala-gejala
yang mengancam akan terjadi aborsi dicirikan dengan timbulnya
pendarahan yang terjadi pada kehamilan sebelum fetus dapat hidup di
luar rahim, biasanya tanpa disertai rasa mulas. Aborsi ini sering juga
disebut sebagai aborsi yang mengancam kelangsungan hidup janin
karena janin cenderung lepas dari implementasi pada rahim. Mulut
rahim masih tertutup dan tidak ada jaringan yang keluar dari rahim.
Dalam hal keadaan demikian selama masih dapat dibuktikan vitalitas
janin dan gerakan kehamilannya, maka diupayakan mempertahankan
kehamilan dengan istirahat berbaring (bed-rest), pemberian obat
suporsif plasenta dan obat-obatan untuk menenangkan otot rahim
kadang-kadang masih ada kemungkinan kehamilan masih dapat
diselamatkan.
2) Aborsi Incipiens (inevitable abortion), artinya terdapat gejala akan
terjadinya aborsi yang ditandai dengan perasaan mulas dan mulut rahim
terbuka, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Pada
umumnya peristiwa ini terjadi pada proses pengeluaran hasil konsepsi,
biasanya hal ini ditandai dengan pendarahan yang begitu hebat. Dalam
hal keadaan demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan sehingga
terjadi keguguran yang tidak mungkin dicegah.
3) Aborsi Incompletus, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar
dan sisanya masih berada dalam rahim. Biasanya hal ini disertai
Pendarahan yang hebat atau terjadi biasanya cukup banyak sekali dan




dibiarkan dapat menimbulkan infeksi atau pendarahan terus-menerus,
sehingga menimbulkan anemia (kurang darah) dan bahkan shock yang
sangat membahayakan. Karena sebagian hasil konsepsi tertinggal di
dalam, maka untuk pengobatan diperlukan dilakukannya tindakan
pengosongan rahim secepatnya untuk membersihkan sisa konsepsi tadi.
4) Abortus Completus, yaitu pengeluaran keseluruhan hasil buah
kehamilan (konsepsi) secara utuh dari rahim, sehingga dalam hal ini
tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah dipastian oleh
dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua. Keadaan demikian
biasanya tidak memerlukan pengobatan.
5) Missed Abortion, Istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil
pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau
lebih. Jika hasil pembuahan pembuahan telah lama mati ini bertahan
cukup lama di dalam rahim dapat menimbulkan komplikasi berupa
kelainan pembekuan darah. Kelainan tersebut yang tidak terdeteksi bisa
membahayakan keselamatan jiwa si ibu. Pada kehamilan muda, aborsi
tidak jarang didahului kematian janin. Sebaliknya, pada kehamilan
lebih lanjut biasanya janin dikeluarkan dalam keadaaan masih hidup
(Vinita Susanti, 2000 : 10) Penderitaannya biasanya tidak menderita
gejala, kecuali tidak mendapatkan haid. Kebanyakan akan berakhir
dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang
sama dengan abortus yang lain.
b. Aborsi yang disengaja (abortus provocatus)
Sedangkan aborsi yang disengaja atau penggguuran kandungan
dengan sengaja (abortus provocatus) ialah aborsi yang terjadi secara
sengaja karena sebab-sebab tertentu. Menurut Masjfik Zuhdi, aborsi yang
dilakukan dengan suatu kesengajaan (Masjfuk Zuhdi dalam Maria Ulfah




kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat
tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun para
pelaksana aborsi dalam hal ini, seperti dokte, bidan atau dukun beranak.
Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya
tergantung pada faktor-faktor yang melatar-belakanginya. Aborsi jenis ini
menurut tujuannya mencangkup dua varian yaitu :
1) Aborsi artificialis therapicus adalah sejenis aborsi yang
penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan factor adanya
indikasi medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat
dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum. Dalam istilah
fikih disebut al-isqath al-dharury atau al-isqath al-‘ilaji yang berarti
aborsi darurat atau aborsi pengobatan Dengan kata lain, sesuai dengan
pemeriksaan medis yang menunjukan adanya gejala-gejala yang
membahayakan jiwa si ibu. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan
mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya.
Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap jiwa
seorang ibu yang mengandung setelah pemeriksaan secara medis
karena jika kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan
mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya bila
kehamilannya diteruskan (Setiawan Aslim dalam Maria Ulfah Anshor,
2006 : 76).
2) Aborsi Provocatus Criminalis merupakan sejenis aborsi yang dilakukan
tanpa adanya dasar penyebab dari tindakan indikasi medis atau dengan
kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya
lebih disebabkan karena permintaan pasien. Hal ini biasanya dilakukan
untuk menghilangkan jejak hasil hubungan seks di luar nikah atau
menghilangkan kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena
disebabkan beberapa faktor di antaranya karena pertimbangan
ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Aborsi pada




dalam Maria Ulfah Anshor dkk (ed), 2002 : 76). Aborsi semacam ini
dikalangan ulama disebut al isqath al ikhtiyary yang berarti aborsi yang
disengaja tanpa sebab memperbolehkan sebelum masa kelahiran tiba.
Dan termasuk kategori aborsi model ini adalah menstrual regulatioan
(pengguguran menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya
dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlamabt waktu menstruasinya,
dan berdasarkan hasil pemerikasaan laboratoris ternyata positif dan
mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat
menstruasinya meminta kepada dokter untuk “membereskan” janinnya
(Masfuk Zuhdi dalam Abdul Hakam, 2004 : 44). Tindakan aborsi jenis
inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang
bertentangan dengan hukum dan etika (Setiawan Aslim dalam Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 36). Penghentian kehamilan (terminasi) atau
pengguran yang melanggar kode etik kedokteran melanggar hukum
agama, dan melanggar undang-undang (kriminal) Cara-cara yang
sering dilakukan untuk abortus provocatus criminal seperti meminum
jamu-jamu atau bahan makanan tertentu sebagai jamu peluntur serta
secara mekanis fisik, misalnya dipijat dukun pijat dan sebagainya (Azis
Masyhuri dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 136). Cara tersebut
kasusnya dapat diperkarakan, dan haram menurut syariat Islam. Aborsi
Provocatus Criminalis ini adalah pengguguran karena indikasi non
medik dan tergolong tindak kriminal karena ada unsur mengakhiri
kehamilan dengan cara yang tidak wajar.. Pengguguran janin dengan
tidak pandang umur, apakah janin itu belum berusia tiga bulan atau
sudah berusia di atas tiga bulan misalnya empat bulan, lima bulan,
enam bulan, janin digugurkan dan besarnya ”uang jasa” pengguguran
tergantung dari umur janin (Dadang Hawari, 2006 : 66).




Realita di lapangan yang menunjukan bahwa aborsi yang dilakukan
tidak berindikasi medis, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh alasan-
alasan sosiologis. Walaupun alasan-alasan sosiologis tidak diperbolehkan
sebagai dasar pengguguran kandungan tetapi dalam masyarakat justru alasan
ini yang sangat mendominasi (Suryana Ekotama, 2001 : 43).
Banyak pelaku aborsi terutama aborsi yang tidak berindikasi medis
yang melakukan perbuatan tersebut karena didorong berbagai alasan yang
mungkin disebabkan oleh rasa malu, faktor ekonomi dan sosial. Untuk hal
semacam ini jelas-jelas dalam hukum Islam melarang perbuatan aborsi yang
tentunya perbuatan tersebut adalah haram hukumnya, dan mungkin akan
menjalankan dua dosa yaitu dosa pertama adalah sebab-sebab kehamilan
tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah (Zina,Selingkuh), dan
dosa kedua adalah melakukan aborsi. Kasus-kasus aborsi tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Aborsi Karena Faktor Sosial dan Faktor Ekonomi
Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani atau rohani) biasanya
menimbulkan permasalahan yang cukup komplek. Karena terhimpit
kemiskinan, mungkin mereka hanya memikirkan bagaimana mencari
nafkah tanpa memikirkan masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari
kalau usia subur juga menimbulkan masalah lain tanpa bantuan alat-alat
kontrasepsi.
Keadaan ekonomi keluarga seringkali menjadi bahan perimbangan
bahkan menjadi faktor penentu yang turut mempengaruhi keterlamabatan
proses terjadinya keputusan aborsi. Bagi keluaraga yang penghasilannya
besar dan memiliki anak banyak tidak menjadi masalah, tetapi bagi
keluarga yang secara ekonomi penghasilannya pas-passan dan memiliki
anak banyak merupakan masalah psikologi dan fisik. Apalagi tuntutan
makanan dan pakaian bukan satu-satunya yang harus dicukupi, tetapi anak-
anak juga membutuhkan pendidikan, perwatan kesehatan, rekreasi, dan





Alasan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi, salah satunya
adalah karena anak sudah banyak. Terlalu anak seringkali membuat orang
tua menjadi pusing. Apalagi kondisi ekonomi yang pas-pasan. Adakalanya
bagi mereka yang terlanjur hamil akan menggugurkan kandunganya,
daripada anak yang lahir nanti akan terlantar dan hanya menyusahkan
orang lain maka lebih baik digugurkan saja.
Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan
yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah
tidak mampu untuk membiayai seandainya anggota keluarga mereka
bertambah. Hal ini bertentangan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an
yang artinya :
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan, kamilah yang akan memberi rejeki kepada mereka dan
juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang
besar” (Q.S. Al Isro’ (17) : 31). ”.. dan janganlah kamu membunuh
anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi
rejeki kepada kamu dan kepada mereka.” (Q.S. Huud (6) : 151).
Dengan berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa aborsi yang dilakukan
dengan alasan ekonomi sangat dilarang oleh Allah, karena Allah telah
menentukan rejeki kepada umat-Nya.
b. Karena Rasa Malu
Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem
yang sangat besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat. Hamil diluar
nikah merupakan aib bagi wanita yang bersangkuta, keluarga maupun
masyarakat pada umumnya. Masyarakat mungkin tidak mengharapkan
hadirnya anak seperti itu. Tekanan psikis seperti itu mungkin membuat
mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau





Al Qur’an surat An-Nahl (16) ayat 58-59 menceritakan kebiasaan
bangsa Arab Jahiliyah yang merasa malu bila dianugerahi anak perempuan.
Mereka akan menjadi ejekan masyarakat, sebab anak perempuan menurut
anggapan mereka hanya akan menambah beban hidup. Tanpa dapat
memberi kegunaan untuk memperkuat kabilkah. Oleh karenanya di
kalangan mereka terjadi kebiasaan membunuh anak perempuan hidup-
hidup segera setelah dilahirkan. Al Qur’an mengecam sikap mereka
terhadap anak perempuan itu, pembunuhan anak perempuan yang mereka
biasakan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Rasanya dengan jalan
qiyas (analogi) kita dapat mengatakan bahwa setiap aborsi yang dilakukan
atas dorongan rasa malu dapat dimasukkan ke dalam larangan Al-Qur’an
tersebut. Misalnya :
1) Hamil yang terjadi karena hubungan di luar perkawinan yang sah, malu
bila tindakan itu diketahui orang;
2) Aborsi atas pertimbangan khawatir tidak akan mampu mencukupi
kebutuhan anak.
3) Kehamilan yang disebabkan karena hubungan badan (seksual) bukan
dengan suaminya yang terjadi karena perzinahan ataupun karena
perselingkuhan, kehamilan ini mengakibatkan rasa malu kepada wanita
yang hamil.
Terhadap kejadian-kejadian semacam ini, hukum Islam telah
memberikan jalan yaitu : ”lebih baik membiarkan hamil sampai bayinya
lahir daripada melakukan aborsi”.
Hal ini dilakukan agar supaya pelaku (wanita) yang bersangkutan
tidak melakukan dosa dua kali, yaitu dosa melakukan tindakan perzinahan
atau perselingkuhan dan dosa melakukan aborsi.
c. Aborsi karena akibat perkosaan
Bagaimana untuk aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan,
lalu bagaimanakah hukum bagi pelaku aborsi dari korban perkosaan? Kitab
Suci Al Qur’an tidak menerangkan. Banyak korban perkosaan tentunya




tersebut lahir, sehingga berupaya untuk menggugurkan kandungan
(Suryana Ekotana, 2001 : 137).
Perkosaan adalah pemaksaaan hubungan kelamin (persetubuhan)
seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi dari perkosaan tersebut
adalah terjadi kehamilan. Kehamilan tersebut tentunya jelas tidak
diinginkan oleh wanita tersebut ataupun keluarganya. Pada kasus seperti ini
selain trauma pada perkosaan itu, korban perkosaan juga mengalami
trauma pada kehamilannya. Hal inilah yang menyebabkan si korban
menolak keberadaan janin dalam rahimnya. Janin dalam rahimnya
dianggap pembawa sial dan sudah selayaknya dibuang dan janin tidak
dianggap sebagai bakal manusia yang mempunya hak-hak hidup (Suryana
Ekotama, 2001 : 43).
Teori feminis mendefinisikan perkosaan adalah sebagai tindakan
dan institusi sosial yang melanggengkan dominasi patriarkhis dan
didasarkan pada kekerasan bukan sekadar kejahatan kekerasan (Maggie
Humm dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 75).
Tindakan perkosaan dan incest biasanya dilakukan dengan
menggunakan kekerasan baik dan fisik maupun disertai ancaman.
Perkosaan bukan hanya menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa
bagi korban, namun sering kali juga menimbulkan trauma dan kepedihan
yang sangat mendalam. Pada sebagian korban, mungkin kengerian itu akan
terus membayang-bayangi hidupnya (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 75).
Kekerasan seksual berupa perkosaan dan incest mengakibatkan
kehamilan tidak dikehendaki. Akibat tindakan tersebut meskipun korban
tidak selalu berakibat pada kehamilan, tetapi korban mengalami beban
psikologis bahkan mengalami trauma seumur hidupnya. Apalagi jika
menyebabkan kehamilan, kondisi korban semakin berat, membutuhkan
perlindungan dan pendampingan yang serius. Jika sikap keluarga dan
masyarakat di lingkungan tidak memberikan dorongan dan empati yang
membantu mengurangi beban psikologisnya, maka dapat menimbulkan




masyarakat tersebut menjadi faktor penentu yang mempengaruhi
kepututsan keluarga untuk melakukan aborsi untuk membantu mengurangi
beban psikologis dan psiko-sosial bagi anak yang menjadi korban (Maria
Ulfah Anshor, 2006 : 79)
Aborsi yang dilakukan karena wanita tersebut diperkosa, pada
dasarnya hukumnya adalah haram, tetapi apabila mengingat kondisi yang
dialami oleh wanita tersebut yang mencangkup kondisi kesehatan dan
kejiwaan dari wanita tersebut bila tidak digugurkan kandungannya ia akan
sakit jiwa atau gila, sedangkan ia sudah konsultasi dengan ahli psikoterapi
dan sudah dinasehati oleh ahli agama (ulama) tetapi tidak berhasil, atau
kemudian wanita hasil perkosaan itu sangat tertutup, karena malu kalau
diketahui orang, sedangkan ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan,
akibatnya ia bisa strees berat atau gila maka keadaaan tersebut dapat
dikategorikan sebagai keadaan darurat, sehingga aborsi yang dilakukan
wanita karena korban perkosaan tersebut dibolehkan (Huzaemah T.
Yanggo dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 115). Korban
perkosaan bila kehamilan tersebut diteruskan tentunya akan mengakibatkan
stres berat, merasa jijik terhadap dirinya sendiri, sehingga kehidupan yang
dialami banyak mengalami penderitaan, dan apabila kehiduan semacam ini
terus berlangsung bukan tidak mungkin akan membahayakan nyawa dari si
ibu yang mengandung dan anak yang dikandunganya. Menurut kaidah fiqh
tersebut menyelamatkan nyawa ibu lebih penting, karena kehidupan si ibu
sudah nyata, sedangkan nyawa janin yang dikandungnya belum jelas.
Tetapi sebelum melakukan aborsi, sebaiknya perlu dibentuk suatu
tim dari berbagai unsur (kedokteran, sosial, agama) yang melakukan terapi
kepada wanita tersebut sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang
tidak mengandungn intervensi dai pihak luar. Hal ini seperti yang dikatakan
oleh Rifka Annisa Womens Centre di Yogya yang mengatakan bahwa
abortus provocatus bagi korban perkosaan adalah jalan terakhir setelah
melalui pemberdayaan korban, artinya aborsi bukan tujuan utamanya,




mengambil suatu keputusan sendiri yang tidak mengandung intervensi dari
pihak luar atas apa yang telah menimpanya. Hak hidup anak dihargai (pro
live), tetapi pilihan tetap ada pada diri korban (ibu) tersebut, bukan
dipengaruhi oleh orang lain (Suryana Ekotana, 2001 : 137).
Bila kita melihat kasus tersebut, kita kembali kepada kaidah fiqh
yang intinya bila ada dua pilihan yang sama-sama sulit untuk dihindari,
maka pilihlah yang mudharatnya paling sedikit.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an yang artinya :
”Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan
bagimu.” (Q.S. Al Baqarah, 2 : 185). ”Allah tidak membebani seseorang
melainkan dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al Baqarah, 2 : 286).
3. Jenis Aborsi dalam Perspektif Fikih
Dalam istilah syariat Islam maupun literatur fikih, menurut Maria Ulfah
Anshor aborsi atau pengguran kandungan dapat digolongkan menjadi lima
macam kriteria di antaranya : (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 38)
a. Aborsi spontan (al-isqath al-dzaty), artinya janin gugur secara alamiah
tanpa adanya pengaruh dari luar; atau gugur dengan sendirinya dalam
istilah bahasa popular disebut sebagai keguguran. Kebanyakan aborsi
spontan disebabkan oleh kelainan kromoson, hanya sebagian kecil
disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormone. Kelainan
bibit atau kromoson tidak memungkinkan mudqah untuk tumbuh normal,
kalaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat
bawaan (Gulardi H.Wignjosastro dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 38).
Keguguran seperti ini terbebaskan dari sanksi hukum, karena keguguran
janin tersebut bukan akibat kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan
manusia.




Aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-dharury/al-
‘ilajiy), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang
mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang
dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga
aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fikih yang mendukung
adalah : “Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi
menghindari risiko yang lebih membahayakan” (Abdul Wahab Khallaf
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 38.
c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (khata’)
Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (khata’), yaitu
pengguran kandungan akibat serangan brutal dari orang lain terhadap ibu
hamil. Serangan tersebut memang secara langsung tidak dialamatkan atau
diarahkan kepada janin, tapi akibat kebrutalan serangan tersebut janin
menjadi gugur. Misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu
pelaku tindak criminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena
takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi
pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran.
Hal serupa bisa juga terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan
tindakan criminal yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil,
karena ia takut, stress berat, dan jiwanya guncang sehingga mengakibatkan
keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja (khata’) (Abu
Ishaq Burhanuddin Ibrahim Al-Hanbali dalam Maria Ulfah Anshor dkk.
(ed), 2006. : 39).
Contoh kasus tersebut dialami Khalifah Umar bin Khattab, di mana
ia meminta seorang ibu hamil untuk menemuinya, karena ia tersangkut
masalah sejenis utang piutang, perempuan tersebut sangat cemas sambil
berucap : “Oh celaka! Ada apa gerangan denganku”. Di tengah perjalanan




tersebut oleh ulama fikih dikategorikan sebagai aborsi karena
ketidaksengajaan (khata’). Menurut fikih, pihak yang terlibat dalam aborsi
seperti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan, jika janin
keluar dalam keadaan meninggal, maka ia wajib membayar denda bagi
kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin (diyatul janin).
Umar sendiri ketika itu bersumpah akan melunasi dendanya, karena
menurut salah satu riwayat, bayi yang gugur tersebut sebelum meninggal
sempat mengeluarkan tangisan dua kali. Ini berarti, bayi tersebut lahir
dalam keadaan hidup lalu meninggal, karena itu tebusannya adalah denda
utuh (diyat kamilah) (Abd Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-‘Ashimi
dalam Maria Ulfah Anshor, 2006 : 39).
d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (Syibh ‘amd)
Aborsi dilakukan dengan terdapat unsur-unsur atau cara
menyerupai kesengajaan (syibh ‘amd). Misalnya :
1) Si ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan berbahaya yang secara
tak langsung bisa mempengaruhi keberadan janin dalam
kandungannya.
2) Si Ibu melakukan olahraga sepeda gunung pada hal ia sudah diberitahu
dokter bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu harus dihindari karena
bisa fatal dan menyebabkan keguguran.
3) Seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga
mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan
karena serangan memang tidak ditunjukan langsung pada janin, tetapi
pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari
tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fikih, pihak penyerang harus
diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar




menangis, atau bergerak-gerak. Kasus seperti ini pernah terjadi di masa
Rasulullah SAW, di mana dua orang perempuan dai Bani Huzhail
berduel saling melempar batu, salah satu di antara mereka tengah
hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan
meninggal. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, bayi yang
dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang
bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar
uang tebusan berupa 50 ekor unta (diyat kamilah) atas kematian ibunya
dan kompensais lengkap senilai lama ekor unta (ghurrah kamilah) atas
kematian bayinya.
e. Aborsi sengaja dan terencana (al-‘amd)
Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (al-‘amd), misalnya
seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar bayi yang
dikandungnya gugur, atau bisa juga ia sengaja menyuruh orang lain
(dokter, dukun, dan sebagainya) untuk membantu proses dan kelancaran
pengguguran kandungannya yang ia rencanakan. Aborsi sejenis ini
dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena
melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sanksinya menurut
fikih adalah hukumn sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa
(qishah), karena ia secara sengaja dan terencana melenypkan nyawa anak
manusia (Mansur bin Yunus bin Idris Al-Batuti dalam Maria Ulfah Anshor,
2006 : 40)
Menurut sebagian besar ulama fiqh, pengguguran kandungan yang
dilakukan dengan cara-cara seperti aborsi tidak sengaja (khata’), Aborsi
menyerupai kesengajaan (syib’amd), dan aborsi dengan sengaja (al-‘amd)
maka pelakunya diwajibkan membayar al-ghurrah (uang kompensasi). Dalam
hal ini yang diperselisihkan adalah batas usia janin. Sebagian ulama terdapat




belum memasuki masa peniupan ruh (qabla nafkhir ruh), sementara yang lain
mengatakan kepada bahwa ghurrah baru dibebankan kepada pelaku
pengguguran jika usia janin lewat dari empat bulan (120 hari), atau (ba’da
nafkhir ruh). Macam-macam aborsi tersebut secara ringkas sebagaimana dalam
table berikut : (Maria Ulfah Anshor, 2006 : 41).
Table II
Jenis-Jenis Aborsi Menurut Fikh
Jenis Indikasi Sanksi Hukum
Aborsi (al-isqath al-
dzaty)








Medis, fisik, ada tindakan
tertentu yang tidak disengaja,
berdampak pada keguguran
janin.





Fisik, ada tindakan tertentu
yang disengaja, berdampak
pada keguguran janin.











Pengguguran kandungan tersebut dipandang oleh ulama ahli fiqh
sebagai tindakan kriminal dan pelakunya akan tersangkut hukum pidana jika




(Syibhul amdi) dan tidak disengaja karena khilaf (khatha’). Tapi jika janin
yang berada dalam rahim ibunya tersebut gugur sendiro, maka ibunya terlepas
dari pembayaran diyatul janin, yang dikenal dalam istilah hukuman tindak
aborsi sebagai al-ghurrah (kompensasi).
Menurut Ibnu Hazm, pendapat yang sahih menyatakan bahwa
pengguran kandungan yang dilakukan sebelum janin berusia empat bulan,
maka pelakunya terbebasa dari denda untuk tebusan dosa (Kaffarah), tetapi ia
berkewajiban melaksanakan al-ghurrah. Hal ini sebagaimana hukum yang
ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena dalam kasus aborsi kandungan
sebelum peniupan ruh (Qabla nafkhir ruh) tidak ditemukan suatu pembunuhan
makhluk yang bernyawa (Ibnu Hazm dalam Maria Ulfah Anshor dkk. (ed),
2002 : 235). Artinya kalau pengguguran kandungan tersebut dilakukan ba’da
nafkhir ruh, maka hukumannya tak beda dengan membunuh seorang muslim.
Karena menurut Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan adalah muslim,
karena ia memiliki fitrah untuk tunduk kepada agama Islam (Ibnu Hazm dalam
Maria Ulfah Anshor dkk (ed), 2002 : 235).
Jika janin yang digugurkan dari rahim ibunya itu meninggal, baik sejak
dalam kandungan maupunkarena proses aborsi, maka pelakunya dikenai
hukuman untuk membayar denda janin (diyatul janin). Diyatul janin untuk
pelaku aborsi yang disengaja (bil amdi) ialah memerdekakan budak/hambas
sahaya lkaki-laki atau perempuan, kira-kira senila harga 5 (lima) unta yang bila
diuangkan besarnya mencapai 50 dinar atau 500 dirham mneurut mazhab
Hanafi, dan 600 dirham menurut jumhur fuqaha (mayoritas ulama fiqh)
mengingat perbedaan nila mata uang dinar dan driham masing-masing negara
di mana mereka tinggal (Wahbah Al-Zuhaili dalam Maria Ulfah Anshor dkk.
(ed), 2002 : 36).
Dalil yang menguatkan pendapat di atas adalah hadis Rasulullah SAW,
di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :
Abu Hurairah berkata bahwa ada dua orang perempuan dari Bani
Huzail berkelai dan saling melempar bati dan salah satu dari mereka




dalam kandungannya, maka para sahabat mengadukan hal tersebut
kepada Rasulullah SAW, lantas Nabi SAW memutuskan bahwa diyatul
janin yang mati tersebut adalah al ghurrah, yaitu memerdekakan
seorang budak laki-laki atau perempuan (Muhammad Ismail dalam
Maria Ulfah Anshor dkk. (ed), 2002 : 236).
Berangkat dari hadist di atas, maka muncul berbagai penafsiran
mengenai pengguguran kandungan baik bil amdi, syibhul amdi atau khta’ atau
usia janin berapa bulan yang mewajibkan pelaku tindak aborsi dikenai
kewajiban ghurrah terseut, yakni sesudah atau sebelum peniupan ruh (ba’da
atau qabla nafkhir ruh). Batasan usia janin tersebut dianggap penting kartena
mayoritas ulama fiqh menetapkan bahwa penguguran kandungan ba’da nafkhir








Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis, yaitu
(1) tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi dan (2) tentang jenis aborsi
yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan terhadap dua masalah pokok tersebut dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi
Menurut hukum Islam, hukum asal aborsi adalah pada prinsipnya
dilarang (haram), karena dengan sengaja menghilangkan kesempatan calon
manusia untuk hidup. Hal ini berdasar alasan kehidupan sudah dimulai sejak
terjadinya konsepsi yaitu pengertian bahwa nutfah (pertemuan antara sel telur
dengan sperma) adalah awal kehidupan, sehingga segala aktifitas yang
bertujuan untuk menggagalkan hidupnya nutfah berarti menghilangkan
kehidupan.
Tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa
aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat
yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak
ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh
sesama manusia adalah sangat berat.
Para fuqaha (Ahli Hukum Islam) maupun para ulama telah sepakat




pemberian nyawa atau setelah ditiupkan ruh (nafkh al ruh) yaitu setelah 4
bulan kehamilan hukumnya adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena
perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa pelakunya dianggap
berdosa besar dan harus dikenakan sanksi pidana (jinayah).
Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan sebelum
pemberian nyawa atau sebelum ditiupkan ruh (nafkh al ruh) pada janin
(embryo) yaitu sebelum berumur 4 bulan, para fuqaha maupun ulama berbeda
pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran kandungan (aborsi)
tersebut.
2. Jenis Aborsi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam
Meski demikian hukum asal, sebagaimana tersebut di atas yang
menyatakan bahwa  aborsi adalah pada prinsipnya dilarang (haram). Masih ada
terbuka celah-celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi
apabila terdapat sebab-sebab yang menjadikannya berubah dengan alasan yang
cukup kuat, dan itu hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (qabla al-
Nikah). Sebab tersebut hanyalah dalam keadaan darurat yang dibenarkan
secara medis. Keadaan darurat tersebut adalah jika kondisi kehamilannya
mengancam nyawa ibunya, maka aborsi dapat dilakukan. Tegasnya aborsi
hanya dibolehkan, tanpa melihat, masa kehamilannya, sejauh pembiaran janin
di dalam perut ibu sampai dengan kelahirannya dipastikan membahayakan
kehidupan ibu.
Dalam kitab-kitab fiqh juga disebutkan bahwa tindak aborsi boleh
dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa, dalam kondisi darurat,
seperti demi menyelamatkan ibu maka pengguguran kandungan diperbolehkan.
Mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa ibu lebih diutamakan
mengingat ia sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik
terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum
ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia belum mempunyai hak dan kewajiban
apapun.. Islam membolehkan jenis aborsi ini bahkan mewajibkannya karena
Islam mempunyai prinsip menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik saran sebagai
berikut :
1. Kita sebagai manusia yang telah terlahir di dunia ini harusnya menghargai
proses tahapan terjadinya kehidupan manusia walaupun dalam bentuk sekecil
apapun. Manusia - berapapun kecilnya - adalah ciptaan Allah yang  mulia dan
setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan suci dan bersih, termasuk proses
awal perkembangan dan pertumbuhan janin.
2. Bila memang aborsi menjadi jalan yang terakhir yang diambil untuk
menyelamatkan nyawa ibu setelah ibu yang mengandung sudah berusaha untuk
berhati-hati menjaga janinnya maka aborsi dapat dilakukan dan yang harus
diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental serta informasi yang
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